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ABSTRAK

Nama : Patar Pandapotan

Program Studi : Magisier limu Hukum

Judui : “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Layanan Perbankan Short
Message  Services Banking (Studi Kasus Pada Bank Rakyal
Indonesia)”

Dunia perbankan telsh mengalami perubaban dalam menjalankan bisnisnya.
Perkembangan teknologi elekironik perbankan membuat transaksi perbankan
tidak harus berada dalamn gedung bank dan pada jam tertentu saja, tetapi berubsh
menjadi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. SMS banking sebagai saleh
satu media dalam tansaksi slekironik perbankan saat ini telah banyak digunakan
oleh nasabah perbankan mengingat media yang digunsken adalah Aandphone
pribadi dengan metode transakst vang relatif mudah dan cepat. Mengingat
transaksi ini mengandung perbuatan hukum maka nasabah perbanksan wajib untuk
dilindungi haknya sebagal konsumen sedangkan bank selaku penyelenggara
melihat SMS bonking sebagai tantangan dan peluang untek pengembangan bisnis.
Dengan adanya Undang-undang No. & ishun 1999 ientang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang No, 11 iahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik diharapkan kepentingan nasabah sebagai konsumen sudah
dapat dilindungi. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas dan pengawasan
perbankan juga mengeluarkan peratuean yang berkenaan perlindungan nasabah
perbankan. Pada masa yang akan datang diharapkan perlindungan nasabah SMS
banking akan terus meningkat dengan melakukan informasi produk yang jelas
kepada nasabah, pendirian lembapa legalisasi dan lembaga sertifikasi fransaks:
elektronik perbankan serta adanya revisi pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik,
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ABSTRACT

Name : Patar Pandapotan
Study Program : Magister of Law
Title : “Law Protection Short Message Services Banking User { Case Study on

Bank Rakyat Indgnesia)”

Through its course of busingss, banking industry has changed. The development of
banking eclectronic technology has enabled basking transaction to be conducted
outside the bank’s building, anytime and anywhere. SMS banking, as one current
medium of banking electronic transaction, hes been frequently utilized by bank
customers considering the instrument used personal cell-phone, which makes ¢ an
easy and fast method of tansaction. Since this kind of transaction contains legal acts,
bank customers are all entitled to equal protection under the law, and banks as the
banking business administrator sees sms banking as g challenge and opportunity In
business development. Based on Unding-Undang No. & ichun 1999 about
Consumer’s Protection and Undang-undang No. 11 tehun 2008 about Electronic
Information and Transaction, if is expecied that customers’ interests as consumers are
well-protected. Bank of Indonesia, the banking authortative and supervisional
institution, also issued laws concerning bank customer’s protection. In the future,
increasing protection over sms banking customers is expected by providing clear
product infonmation to customers, cstablishing legislation and certification institution
dealing with banking electronic transaction, as well as the revision on Article 27
particle (3) of Information and Electronic Transaction Law.
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang MNo. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik menjadi suans langkah baru dalam dimensi peraturan yang
ada di kalangan perbankan. Disahikan pads tanggal 25 Maret 2008 dengan
persetupuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, diharapkan menjadi
suate landasan hukum vang kust dalam pelakssnsan transaksi elektronik
perbankan saat ini. Pemerintah berharap undang-undang imi aken memberi
kepastian hukum dalam transaksi elekironik, mencegah kejahatan berbasis
teknologi dan melindungl masyarskat pengguna jasa teknologi informasi’, Di
Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui wpndang-undang
merupakan bagian dari implementast sebagsl suaty negars kesgiahicraan, karena
Undang-endang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapal
diszbut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi vang mengandung ide negara
kesejahteraan vang tumbuh berkembang katena pengaruh sosialisme sejak abad
19.2

Saat ini tak satupun institusi Gisnis yang fidak memanfaatkan jaringan
kamputer untuk mendokung operasionainya, Hyper competition memaksa mereka
merespon tuntutan konsumen, yaitu menyediakan kemudahan dan kecepatan’.
Kegiatan utama bank scbagal instifusi bisnis yang menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam beatuk kredit kepada masyarakat
dengan dasar Pasal 6 Undeng-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa
usaha bank umusm meliputi antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau dalam bentuk lain yang_

R AALEL L LS LA R Ak S

story/2008/ 03686525 diakses tanggal 14 Fanuari 2009,

* foosensins Samsul, “Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tonggung Jawab
Mutlak”, Iakaria, FHUL2004 hal 7

* Budi Arjono, “Uang Bury Bernama £-Movey™, Harian Kontan tanggal 19 Janusri 2009 hat, 23.
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dipersamakan dengan itu. Selain it bank jupa mefakukan kegiatan memindakkan
uang baik untuk kepenlingsn sendiri maupun untuk kepeniingan nasabah. Pada
saal ini pemindahan vang tersebut dapat dilakukan melalui sistem kompuier yang
dilakukan sendiri tanpa harus mengunjungi lokasi kardor bank.

Salah salu ciri mendasar dart transfer dana secara elekironik adalab
pemanfaatan sistern elektronik yang canggih dalem proses transfer tersebut.
Berbagar whap transfer yang dabwlu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan
surat sekarang ini diganti dengan sistem elekfronik. Dengan alasan kecepatan dan
kepraktisan penggunaan elektronik inl menjadikan layanan transaksi perbankan
juga mermanfaatkan sistem transaksi elektronik,

Penelitian yang dilakukan oleh Neni Meidawati (2004) dalam makalahnya
vang berjudul Pengarub Strategi Perusahaan, Kematangan Teknologi Informasi,
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Respon Strategik dalam Menghadapi
Globalisasi membuktikan bahwa kemstenpgan teknologi intormasi mempunyai
hubungar dengan respon stratepik perusahaan dalam menghadapi globalisasi
berupa keinginan untuk melalukan penambahan investasi dalam  teknolog
informasi. Perkembangan tcknologi yang sangat pesat, menuntut dunia usaha
untuk mengoptimalkan fasilitas teknologi informasi dalam rangka untuk menang
dalam persaingan global, meskipun i diperlukan investasi yang cukup mahal.
Tidak bisa dibantah lagi, kemajuen teknologi informasi ikut menambah fantangan
yang dibadapi oleh perbankan, Perkembangan teknologi  informast (T0)
menyebabkan makin pesatnya peckembangan jends dan kompleksitas produk dan
jasa bank. Dukungan TI bagi industri perbankan merupskan sebuah keharusan.
Tak terbayangkan jika saar ini industri perbankan bergerak tanpa dukungan T1
yang memadai.’

Perkembangan wansaksi kevangan di bidang perbankan semakin had kian
maju dan semekin memberikan kemudahan kepada nasabah. Nasabah tidak hars
datang ke bank untuk memberikan perintah dan persetujvan atas transaksi yang

dilaksanakannya, Ditunjang oleh kemajuan teknologi, nasabah cukup mengangkat

* Luciana Spica Almilia, Perpelktif Nasabah Perbarakan Awas Kehoadiran SMYS banking Sebagai
Sisters Informasi Perbankon yang Bernilai Tambah, Surabaya - STIE Parbanas Surabaya hal 2
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wiepon dan memberikan instruksinya, lransakst pun teriaksana. Nasabah juga
dapat melakukan transaksi melalui kompuier, mulai dari mencarl informasi
mengenat saldo rekening, melakukan transfer, hingga juai-beli. Nasabah bahkan
dapat memberikan instruksi melalui welepon genggam. Kemudatan dan kemajuan
teknologi ini seyogtanya diiringt oleh peraturan yang dapat memberikan kepastian
dan perlindungan kepada pihak nasabah maupun bank®,

Dengan penyesuaian terhadap teknologi maka tugas wama dari bank
adalah untuk melakukan konverst schanyak mungkin apa yang dahulunya
dilakukan dengan warkat ke dalam sistem elektronik®. Bank dipacu untuk
melakukan berbagai perubahan baik internal maupun dengen pemanfaatan
teknologi guna mencapal efisiens] dan efektivitas yang lebih baik bagi para
nasabahnya,

Perkembangan teknologi akan mengubah secara radikal sistern transaksi
perbankan, yang pada akhimya mengubah budaya perbanksn. Trausaksi-transaksi
konvensional melalui paper, cepat atan lambat harus ditinggalkan. Oleh karena
fu, pada akhirnyz transaksi perbankan aken sangal tergantung  pada
petkembangan sistem komunikasi yang berbasis teknologi, dalam hal ini Short
Message Service (SMS} banking. Tegasnya, SMS barking merupakan tumpuan
harapan dari selurvh transaksi perbankan di masa yang akan datang .

SME Barking merupskan suaty mekanisme yang disediakan oleh bank
bagi para nasabahnya untuk melakukan fransaksi perbankan hanyas denpan
menggunakan layanan SMS. Layanan ini ditujukan agar para nasabah bank dapat
melakukan transaksi tanpa terkendala dengan masalah ruang dan waktu, Dengan
adarya layanan SMS Banking, transaksi-transaksi perbankan dapat segera
dilakukan sehingga ketersampaizn hasil transaksi dari pengirim kepada pihak

penerima menjadi lebih cepat®.

ST RUU dan Fengkajlan Hukum Bank Indonesia, “Sekilas Pengaiuran Electronic Banking da
Efeetronic Fuand Yramsfor di Ameriks Serikal”, www.bhico id/NRdenleres2E22DA2A-F383
4CT5-BE4.09G2C4747056/8024 diakses ranggal 13 Jagueri 2009.

® Munir Fuady., “Penganior Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global”, Sandung,.
PT.Ciira Aditya Baksi, 2605, him. 368,

P Try Widiyono. “dspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indaresia™, Boger,
{hizhia Indonesia, 2656, him. 193

s Satya Fajar Pratama, “Advanced Encription Standord (AES) dengan One Time Password wntuk
Keowmunan Lavarnan SMS Banking”, Bandung, Institat Teknologi Bandung, hall
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SME  Banking imi sebagal  lasilitas perbankan melalul  perangkat
komunikast bergerak seperti ielepon seluler, menyediskan fasilites yang hampir
sama dengan ATM kecuali mengambil vang cash. Berbaga: transaksi perbankan
dipermudah untuk memberikan kecepatan dan kenyamanan naszbah. Mulai
fasilitas yang paling mudah, yaitu nasabah tinggal mengangkat telepon, baik dart
rumah maupun kaator, sampai tinggal tekan PIN (personal identity number) dari
telepon seluler.

Sejumlah bank besar mulai menawarkan kemudahan baru  dalam
bertransaksi model SMS banking ini. Seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank
Central Asia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan lainnya mereka
berlomba untuk menghadirkan SMS Banking sebagai salah satu fasilitas layanan
perbankannya, SMS Banking, layanan perbankan ini telah memenuhi kebutuhan
transaksi nasabah dengan nyaman, mudah dan aman. Cukup dari satu akses,
nasabah dapat melakuken berbapal pembavaran tagihan rutin mavpun transaksi
lainnya dari belahan dunia manapun, 24 jam schard, 7 hari seminggu. SMS
Banking juga dilengkapi sistem keamanan berlapis untuk kembesiaan data
transaksi.

Pasal 6 Huruf (n) Undang-Undang Nomor 10 tahun 199§ tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, tiap-tiap
bank dapat menentukan jenis kegiatan perbankan yang akan mereka jalankan dan
kembangkan, sepanjang fidak bertentangan dengan undang-undang yang berdaku.
Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, bank
dituntat untuk memberikan jasa layanan perbankan yang modern, cepat, dan
aman.

Dewasa ini, teknologi SMS menjadi sangat populer dan digunakan cleh
hampir seloruh lapisan masyarakat, Untuk itu, hampir seluruh industi perbankan
telah mengembangkan pelayanan barn bagi layanan Elektronik Banking yang
disebut S35 Barking ini’. Bank Rakyat Indonesia sebagal salah satu bank BUMN
besar di Indonesia juga memberikan layanan transaksi perbankan dan transaksi
keuangan lainnya secara mudah dan cepat kepada nagabah, melalui sarana

telekomunikasi berupa telepon selular. SMS barking menjadi salah satu produk

® Meilida Nedia, The Impact of “Rereki Durian Runtuh Advertising For The Use SMS Banking
Transaviion: cuse Study in BNHITE”, Bandung, School of Business and Management ITB, 2001.
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aiteratil lain dard lavanan elektronik banking Bank Rakvat Indonesia selain dar
mesin ATM dan phione bunking, Adapun layanan SMS benking inl memberikan
kemudahan kepada pelanggan nasabah dalam bertransaksi melalur rekeningoya.
Melalui layanan ini maka pekerjaan-pekerjaan seperti transfer vang ke rekening
bank, pengecekan status rekening, pemberitahuan masuknya sejumlah vang,
pembayaran berbagai macam tagiban dapat dilakukan nasabah melalui pengiriman
pesan singkat melalui telepon seluler’.

Penggunaan SMS bawking ini memberikan kemudahan serta kecanggihan
dalam melakukan interaksi global yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi
bignis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian face fo face
{bertemu secara lanpgsung) pelaku Disnis kini tidak dipsdukan lagi. Dengan
demikian transaksi yang dilakukan melalui SMS bawnking menjadi tidak terbatas
,mang gerak dan waktu, karena dapat dilakukan dimana pun dan kapan pus,
bahkan ketika nasabah sedang dalam perjalanan. Hal yang paling utama dari SMS
banking inl yakni, untuk menggambarkan hak-hak nasabah, dengan menjaga
privacy, accuracy, property, accessbility bagi nasabah pengguna SMS banking.

Fieksibilitas dan kemudahan berfransaksi menjadi tuntutan dan scakan
menemukan jawabannya dengan menggunakan SMS  banking. Fasilitas
penggunaan SMS banking yang banyak dimaksudkan agar seluruh manfaat benar-
benar dapat perbaikan kualitas dan memberikan keunggulan perbankan dapat
tercapai.

Akan tetap! kesmanan dan perlindungan nasabah menjadi semakin rentan
dengan sistem transfer dana secara elektronik tersebut mengingat transeksi
dilakukan dalam dunia maya. Karena ttu bank sepatoinya dan selayaknya bertugas
untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah. Tugas utama
sektor hukum adalah membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan
nasabah serta memperjelas sistem tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-
hal yang merugikan nasabah. Walsupun saat ini telah ditentukan syarat hagi
nasabah penggune SMS barking wanik wengisi 1D (Mdeatification) dan nomor

pelanggan tetap saia kemungkinan-kemungkinan apapun dapat saja terjadi.

Y pank Indonssia, “Program Edukasi Mosyaraker datam rangka Implementasi Arsiekior

Perboankan Indonesiz”, Mpiorvor Dl oo idMRirdonivres/24CDESA A, diakses tanggal (5 Januari
2809,
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Perlindungan nasabah selaku pengguna SMS banking sangal perlu
mendapat perbatian khusus, Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen kiranya penggunaan SMS banking ini pada
nasabah Bank Rakyal Indonesia khususnya dan nasabah di Indonesia pada
umumnya dapat tedindungl dan aman dalam  penggunaannys. Diharapkan
perlindungan  konsumen vang tercantum dalam pasal 3 Undang-Usndang
Perlindungan Konsumer dapai  dilaksanakan dengan baik oleh pihak
penyelenggara SMS banking dalam hal ini Bank BRE

Qleh karena i penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai
penggunaan SMS hanking di Indonesia, disebabkan karena transaksi SMS barking
menjadi semakin populer den diminati dewsss ini, serfa semakin banyak jumlah
masyarakat yang menggunakan layanan perbankan SMY banking ini dalam
kehidupan sehari-hari. Saat ini telah ada Undang Undang No. § tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang No. 11 tahun 2008 yang
mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian lersebut diatas, maka penulis tertarik unatuk membuat
suatu tulisan ilmish dalam bentuk tesis dengan judul  “PERLINDUNGAN
HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN PERBANKAN SHORT
MESSAGE SERVICE BANKING (STUDI KASUS PADA BANK RAKYAT
INDONESIA)Y".

L2 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah vang telah divtarakan di atas, maka
penulis mengajukan beberapa perumusan permasalahan, diantaranya adaish
sebagai berikut -
a. Bagaimana pelakssnaan perlindungan konsumen khususnya perlindungan
hukum bagi nasabah perbankan pengguna SMS banking di Indonesia?
b. Bagaimana penerapan periindungan hukum yang dilakukan oleh Bank Rakyat
Indonesia terhadap nasabah pengguna jasa perbankan SMS banking?
c. Bagaimana pembukiian secara elektronik terhadap pelaksanaan SMS banking

ditinjau dari hukum psmbuktian di Indopesia?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
L.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum penggunaan jasa layanan SMS
buanking di Bank Rakyat Indonesia inl mempunyai beberapa tujuan yakai

a.  Untik mengetahui  bagaimana pelaksanaan perlindungan  konsumen
khususnya perlindungan hukurn bagi nasabah perbankan pengguns SMS
banking di Indonesia.

b.  Untuk mengetahui perlindungan hukum yang seperti apa yang diterapkan
oleh Bank Rakyat Indonesta terhadap nasabah pengguna jasa perbankan SMS
banking.

¢. Untuk mengetahui pembukiian yang seperti apa terhadap pelaksanaan SMS

banking ditinjau dari hukum pembuktian di Indonesia,

1.32 Manfazt Penelitian

Dengan dilakukannya penclitian ini, secara  teorifis akan memambab
pengetahuan dalam llmu hukom yang mereferensikan secara khusus mengenai
perlindungan konsumen dalam penggunaan SMS banking di Indonesia. Selain itu
secara prakils  penulis berharap hasilnya akan menarnbah wawasan dan
memberikan gambaran bagi penulis dan pars mahasiswa Fakultas Hukum tentang
penggunaan SMS banking dan juga penerapan Undang-undang Ne. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Penslitian ini jupa
dibarapksn dapat memberikan masukan kepada pemerintaft Indonesia dan Bank
Rakyat indonesia, sebagai wadah penulis dalam betkarya, agar lebih akiif datam
mengantisipasi kemajuan informasi dan teknologi dalam dunia perbankan, serta
memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan
mengenal SMS banking di Indonesia khususnya layanan jasa perbankan di Bank

Rakyat Indonesia.
1.4 Kerangka Teori dan Konsep Teori

Dalam penelitian perlindungan hukum dalam penggunaan SMS banking iid

feorl yang digunakan penulis adalah berdasarkan teont perlindungan konsumen
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vang dewujudkan dalam Undang Undang No.8 Tahun 2008, teori hukuan transaksi
clektronik yang dituangkan dalam Undang Undang No. 11 tshun 2008, serfa teod
pembukiian scbagal suatu cara yang dilakukaa oleh suatu pihak atas fakia dan hak
yang berhubungan dengan kepenlingannya, Dalam penclitian int akaen dikaji
secara khusus mengenai pembuktian transaksi secara elektronik.

Penelitian ini melihat secara menyeluruh bagaimana perlindungan hukum
yang diberikan kepada nasabah pengguna SMS banking Bank Rakyat Indonesia.
Perlindungan konsumen dalam hal ini nasabah bank perlu dilihat sgjauh mans
transaksi yang dilekukan melalui SMS banking dapat melindung] kepentingannya
dan secara hukum tidak dirugiken sepihak oleh kalangan perbankan. Nasabah
dapat terjamin dalam hal keamanan dan kenyamanan penggunaan SMS banking
tanpa takut kehilangan uangnya vang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal
yang di luar kemampuan kendali nasabah,

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini dijabarkan oleh
penulis untuk mempersamakan pemahaman dari konteks penelitian ini. Adapun
beberapa istilah perbankan dijabarkan dalam pemaparan di bawah ini.

Lembaga perbankan merupakan inti dari suatu sistem keuangan dari setiap
negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi lempal bagi orang
perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara,
bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya
Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa vang diberikan, bank melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistern pembayaran bagi
semua sektor perekonomian''.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tabun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taral hidup rakyat banyak.
Ada juga pengertian bank yang dikemukakan para ahli.  Abdurachman
mendefinisikan bank sebagal sustu badan usaha yang melaksanakan berbagai

macam jasa, seperit memberikan pinjaman, mengedarkan mata vang, pengawssan

" Hermansyah, “Hukunt Perbankan Nosional fndenesia”, Jakarta, Kencam, 20038, him,
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terhadap mata uvang, bertindak sebagat wwmpat penyimpansa  benda-benda
berharga, membiayai  perusahaan-perusahaan, dan lain-sin'® Selain iw,
Suyatno memberikan pengertian bank sebagai badan yang usaba utamanys
menciptakan kredit.!”

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa ussha bank selalu
berkaitan dengan masalah kevangan, yaitu @ menghimpun dena, menysiurkan
dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian bank scbagai suaty
badan berfungsi sebagai perantara kevanpan (financial intermediary) dari dus
pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana fsurplis unit) dan pihak yang kekurangan
dana (defisit unit). Hal ini juga vang menyebabkan lembaga bank disebut sebagai
lembaga kepercayaan, artinya pihak yang kelebihan dana mempercayakan
sepenulinya kepada bank untuk mengelola dananya termasuk menyalurkannya
kepadz pihak yang kekurangan atau memeriukan dana berupa keedit. Wujud
kepercayaan tegsebut dalam bentuk tidak ikut campurnya pihak surplus ini dalam
menentukan pihak defisit mana yvang layak dipercaya. Bank scbagal lembaga
perantara keuangan, di samping harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat
dengan menjamin tingkat likuiditas juga harus beroperasi secara efektif’ dan
efisien untuk mencapai tingkat rentabilitas (keuntungan) yang memadai,

Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalab bagaimana bank tersebul
bisz merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financiaf intermediary
{perantara keuangan) berjalan dengan baik', Salah satu hal vang bisa merebut
hati masyarakat adalah adanya kinerja bank yang baik, Bagi nasabah, mengetahui
kinerja suatu bank dapat membantu menagambil keputusan apakah bank tersebut
dapat dipercaya atau tidak. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2
{dua) unsur yang saling ferkaif, vaitu hukum dan kepercayaan. Bank hanya biss
melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabilav masyarakat “percaya”
untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan vang ada pada bank
tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir

2 Abdurratiman, Sistem Informasi Akuntansi, Jakana: Salemba Enmspat 2001 hal.i
? Thomas Suyatno, Kelembagaan Ferbankan. Edisi Kedue. Penerbit PT. Gramedia. 1996, hal.l
¥ Muchdarsyah Sinungan, Manajenten Dana Bank, Jakarta - Bumi Aksara 2008, hal 79.
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dana dart masvarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan
memberikan jasa-jasa perbankan'’

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan, Nasabah
penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananye di bank dalam bentuk
simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang berlaku, Bank Indonesia mendefinisikan nasabah bank sebagal piliak
yang mengguoakan jasa bank. Dalam kamus Bank Indonesia dapat dibedakan
antara nasabah debitur dan nassbah utama. Nasabah debitur adalah nasabah yang
memperoleh fasilitas kredit atau pembiayasn berdasarkan prisip syariah atau yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank denpgan pasabah yang
bersangkutan nasabah vang menempatkan dananya di bank dalam bentuk
simpanan berdasarkan perjanjian bank denpan nasabah yang bersangkutan.
Sedangkan nasabalt utama nasabah bank yang memliki transaksi dziam jumlah
besar, taat dalam memenuhi kewajiban-kewaiibannya kepada bank sebagaimana
vang telah dipersyaratkan (prime customer).

Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antarsubiek
hukum sebagal pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah
orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah badan hukum dan bukan
badan hukum. Nasabah bank perorangan terbagi menjadi nasabah dewasa dan
orang yang belum dewasa. Nasabah orang dewasa diperbolehkan untuk menjadi
nasabah simpanan atau nasabah kredit, Sedangken nasabah simpanan dan atau
jasa-jasa bank lainnya dimungkinkan orang yang belum dewssa, misainya
nasabah tabungan dan atau nasabsh lepas (walking customer) untuk transfer dan
sebagainya.'®

Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum
dewasa iersebut fsiah  disadari konsekuensi hukum yang digkibatkannya.
Konsekuensi hukum tersebut adalah perjanjien yang dibuat it tidak memenuhi
persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata,

yaitu syarat bahwa perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap untuk

'* Ronny Sauima Hotma Bako, "Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tobungan Dan
Dagposity”, Bardung, PT, Citra Aditya Bakd, 1995, him. 32.

¥ Widiyono, Try, Operasional Trensaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor ¢ Ghalia
Indonesia, 2046, hal. 28
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membuat perjanitan. Dalam hukum perdara, perianiian yang dilakukan oleh piliak
yang belum dewasa berarti perjanjlan itu tidek memenuhi persyaratan subjekiif
Ancaman aias pelanggaran tersebut adalak perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak
yvang dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebui, yaitu orangtua atau
walinya dengan melalul acara gugatan pembatalan. Dengan kata lain, sepanjang
arang tua atau wall anak tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian
tetap sah dan berlaku mengikat.

Berbeda dengan nasabah kredit dan rekening gire vang biasanya
mewajibkan nasabab orang adalah orang dewasa. Hal ini dikarenakan, risiko bank
sangat besar jika dalam pemberian kredit dan atau pembukaan rekening giro
diperbolehkan bagi orang vang belum dewasa. Di samping itu, dalam rekening
giro biasanya tidak diterima bagi orang yang belum dewasa karcna berkaitan
dengan alat pembayaran berupa cek dan atau bilyet giro,

Untuk nasabsh berupa bazdan, perlu diperhatikan aspek legalitas badan
tersehbut seria kewenangan bertindak dari pihek yang berthubungan dengan bank.
Hal ini terkait dengan aspek hukum persercan (corporaie law). Subjek hukum
sebagaimana tersebut di atas tidak otomatis dapat berhubungan dengan bank.
Untuk dapat berhubungan dengan bank, harus juga dilihat peraturan perundang-
endangan yang berlaku dan bagaimana ketenfuan intemal vang berlaka pada bank
yang bersangkutan. Peraturan perundang-undangan yang beriaku, misalnya
menyangkut kewenangan bertindak dart badan dan atau pengurus yang mewakili
badan tersebut, persyaratan yang wajib dipenuhi berdasarkan prinsip mengenal
nasabah dan hubungan bidang apa yang diperbolehkan berdesarkan peraturan
perundangan.”’

SMS Bapking adalah layanan informasi perbackan yang dapar diakses
langsung melalui telepon selular dengan menggunakan media SMS. Jenis
transaksi: transfor dana, informasi saldo, mutasi rekening pembavaran Ckartu
kredit) pembelian (pulsa isi ulang)'®. Lavanan ini sangat sering melibatkan

nominal yang cukup tinggi. Faktor keamanan menjadi kunei penting dalam

keberlangsungan transaksi tersebut. Perkembangan teknologi membuat sistem

* 15id hal. 29

* Bank Indonesia, Program Edukasi Masyarakat dafam rangks Implementasi “Assitekrmr
Parbonkan indonesia’,

i
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SMS-Banking semakin prektis untuk dipergunakan dan pada bagian di dalamnya
terdapat peagguriaan teknologi tanda-tangan digital, sehingga dapat meningkatkan
aspek keamanan terulama otentikasi pesan SMS transaksi.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah
pthak menandatangani pepaniian  untuk memanfaatkan produk jasa yang
ditawarkan oleb bank. Dalam setinp produk bank selalu terdapat ketentuan-
ketentuan yang ditawarkan ofeh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah
terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah
menyetujui isl serta maksud perjanjian dan dengan demikian berleku focte sur
servande, yaitu perjanjien tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-
undang. Azas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah
perbankan berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur
dan pitak debitur bersumber dari ketentvan-ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata renfang konitrak, Azas kebebasan berkontrak tersebut tidak berarti
para pihak bebas untuk melakukan perjanjian apz saja menurat kepentingan dan
kehendak para pihak tersebut. Kebebasan sebagaimana diutarakan, dibatasi oleh
ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu (2) Sepakat mereka
yang mengikatkan diri (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan () Suvatu
hal tertentu (d) Suatu sebab yang hatal'®,

Pembuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut pesdapat Subekti
bahwa pembuktian hanya diperfukan dalam persengkelaan atau perkara di muka
hakim atau pengadilan. Jadi dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung di
muka hakim iiu, masing-masing pihak yang bertentangan. Seorang hakim
haruslsh memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah vang benar dan dalil-
dalil menakah vang tidak bepar™.

Salah satu pendekatan aplikatif yang periu di lakukan adalah mengenai
keberlakuan  buktl elektronik i pengadilan sebagal alat bukti. Aktivitas

¥ Widiyono, Try, Operasional Transaksi Produk Perbonkan oi Indonesia, Bogor ©  Ghalla
indonesia. 2506, hal13

 Prof. R, Subektt, S.H., "Hulum Pembuktion”, Jakarta, PT. Pradnys Paramits, 2005, him. 2.
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aktlivitas yang ditakukan dengan media Huemet, atau dalam
evherspace, mentnggalkan jejak-jejak elektronik. Misalkan pada saat mengakses
sebuah website, akan tertinggal jejak-jejak elektronik di komputer yang disebut
fog file, atau lebth mudah lagi, apa yang diakses melalui browser past
meninggalkan jejak paling tidek 4i komputer st pengguna vang dikenal dengan
history. Sehingga pemanfaatan internet tersebut baik untuk fujuan yang baik atau
tujuan yang jahat dalam hal ini dijadikan sebagai media, alat atau sarasen
kejahatan, tercatat atau meninggalkan jejak elektronis. Tinggal bagaimana para
aparat hukum menggali serta menangani jejak-jejak elektronis itu sebagai bukt

untuk membuat terang sebualh tindak pidana yang dilakukan,

1.5 Metode Penelitian

Pada penulisan ini, metode yang akan digunakan adalah: metode penelitian
Yuridis Normatif, yaitu mengkaji permasalahan pelaksanaan SMS banking dan
aspek-aspek hukum vyang diperoleh dari bahan-bahan hukum melalui stodi
kepustakaan dan wawancara dar praktisi. Bahan hukum yang digunakan oleh
penulis untuk memperolah data-data tersebut adalah melsioi ;

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang merupakan produk hukum
seperti Undang undang No.8 tzhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1992 1entang Perbankan dan peraturan lainnya yang terkait dengan
SMS banking. Selain it bahan hukum primer adalah wawancara atan pengamatan
fangsung yvang terkait dalam penulisan ini.

Bahan hukum sckunder, yaitu balman-bahan yang isinya menjelaskan
mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buky, hasil-hasil penelitian yang
berwnjud  laporan, dan  lain sebagainya yang berksitan dengan pokok
permasalahan yaitu mengenal SMS banking.

Metode penulisan yang digunakan adalsh Deskriptif dan Preskdptif
Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan SMS banking di
Bank Rakyat Indonesia, yang kemudian akan menjadi gambaran terhadap jawsban

dari pokok-pokok permasalahan vang ada secara mendalam. Setelah itu, akan
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dilakukar analisis (erbadap gambaran yvang ada diserai adanva saran umiuk

mencapai fujuan dari penelitian ind.

Metode analisis data yang digunakan adalah  kualitatif, yailu

pengumpulan data yang berasal dari dokumen dan wawancara yang kemudian

akan diolah dan dianalisis secars menyeluruh vang dapat menggambarkan

pelaksanaan perlindungan bukum nasabah SMSE banking pada Bank Rakyal

Indonesia,

1.6 Sistematiks Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, penulis membagi tesis ini atas V Bab. Adapun

pembahasannya diriaci sebagai berikut:

Bab !

Bab H

Bab 1II

Bab IV

Pendahuloan
Bab ini terdiri dari latar belakang permasalaban, rumusan
permasalaban, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan

konsep tcori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Perkembangan Teori Perlindungan Flukum Nasabah SMS Banking.
Bab int membahas tentang teorl yang dipakal dalam penerapan
perlindungan konsumen vang secara detail khusus membahas
pelaksanaan perlindungan nasabab penggung transaksi perbankan
SMS banking.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bank Rakyat Indonesia.
Pada bab int dibahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah
BRI dalam kaitannya dengan pengpunaan SMS banking.

Pembuktian Secara Elektronik terhadap Pelaksanaan SMYS banking
Pada bab ini dibahas bagaimana prosedur dan tahapan pembuktian

yang berlaku untuk SMS bamking Bank Rakyat Indonesia
berdasarkan Hukum Pembuktian vang berdaku di Indonesia.
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Bab V

Penutup
B3ab i menguratkan kesimpulan dan pembahasan alas germasalahan
vang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran

mengenal pelaksanaan SMYS banking di Bank Rakyat Indonesia.
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BAB 11
PERKEMBANGAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI NASABAH SMS BANKING

111, Konsepsi Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen {conswmer law} bermula dari adanya
gerakan perlindungan konsumen {conswmer moyvement) di Amerika Serikat pada
awal abad 19 dengan terbentuknya lLiga Konsumen Nasional {7he National
Consumer’s League)''. Guidelines for Consumer Protection of 1985, yang
dikeluarkan cleh PBB menyatakan : konsumen di manapun mereka berada, dan
sepala bangsa mempunyail hak-hak dasar sosialnya. Dalam hal ini yang dimaksud
hak-hak dasar tersebut adalak hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar
dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan
dasar manusia (cukup papan dan pangan), hak untuk mendapatkan lingkungan
vang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak uniuk
mendapatkan pendidikan dasar. PBB menghimbau seluruh anggotanya uatuk
memberlakukan hak-hak konsumen tersebut di negara masing-masing.

Presiden J.F.Kennedy dalam pesannya kepada Kongress pada tanggal 15
Maret 1902 dengan judul A Special Message of Protection the Consumer Interest
menyebutkan mengenai empat hak konsumen, yaitu : (@) the right to safety (hak
atas keamanan), the righ! to choose (hak uatuk memilik; @) the right (o be beard
(hak untuk didengar). Lebih loas fagi Inosensius Samsul menyebutkan hak-hak
konsumen meliputi® : (@) the right to safety; (&) the right to horesty; (c) the right
to fair agreement; (d} the right lo know; (e} the right to choose; (f) the right o
privacy; (g} the vight to correel abuses; [hj the right to security of emplovment; (i)
tha right to be heard dan (j) the right of peace of mind

Muncuinya  desakan  untuk  memperhatikan  hak-hak  konsumen
memperiibatkan kesadaran berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang
lebih baik kepada konsumen, karﬁaa‘ dalam banyak hal konsumen berada dalam

** Edmon Makarim, Kompilasi Hikum Telenratika, Iakarta, Rajagrafinde Persada, 2005, hal. 313
% Inosensius Samsul, Makafah Kuliah I-¥ 2008, Program Pascasacjana Fakollss Hukum
Universitas indonesia, September 2008,
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posist vang lemah ketika berbadapan dengan pelaku usaha. Ketika suatu negara
memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervenst pemeriniah
melalui pembentukan bukum untuk melindungi pihak yang lemah sangatiab kuat,
Pada pericde ini negara malai memperhatikan kepentingan tenaga kera,
konsusnen, usaha keci dan Hogkungan hidup.?®

Intervensi pemerintah  ini diwgjudkan dalam  pembentukan  hukam
perlindungan kossumen di Indonesia yaitu Ugdang-Undang No.8 tahun 1996
tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini hak-hak konsumen
meliputi® : (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesclamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa; (b) hek untuk memilih barang dan atau jasa
terscbut sesuat dengan nilai tukar dan Kondisi serta merta jaminan yang
dijanjikan; (¢} hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenal kondist
dan jaminan barang dan atau jasa {(d) hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atags barang dana atau jasa yang digunakan; (e) hak uptuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut; {f) hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen; (g} hak untuk diperiakukan atau dilayani secara benar dan
jujur seria tidak diskriminatif, () hak uptuk mendapatkan kompensasi serta ganti
rugi dan atas penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau fidak sesuai dengan semestinva. dan (i) hak-hak vang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam ilmu perlindungan konsumen, terdapat setidak-tidaknya ada
beberapa pengertian fentang konsumen. Republik Indonesia menganut fafsafah
Pancasila sebagai pandangan hidop bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu vndang-undang tentang Periindungan Konsumen tersebut tertkat
pada pandangan hidup dan dasar negara itn. Failsafab hukum perlindungan
konsumen juga adalah Pancasila. Guea memenuhi butinbutir falsafah tersebut,
Undang-undang No. 8§ Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut

menegaskan, bahwa perdindungan konsumen di Indonesia berasaskan manfaat,

® Inosentius Samsul, “"Perlindungan Konsumen : Kemunghinan Penerapan Tanggrng Jawab
Muttak”, lakana : Program Pasca Sarjana Fakalaz Hukur Universitas [ndonesia, Cet 12004, hal
12.

¥ ihat Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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keadilan, kessimbangan, keamanan dan keselamatan, seria kepastian hukuam.
Penyeimbangan daya tawar konsumen terhadap peiaku usaha, sejalan dengan
sikap jujur dan bertanggung jawab

Dalam hubungan antara produsen dan Konsumen, sebenarmya terdapat
hubungan vang saling menguntungkan. Konsumen membutubikan produk {(barang
fjasa} hasil kegiatan pelaku usaha, sebaliknya hasil produksi barang dan jasa
pelako usaha tersebut akan menjadi tidak berarti jika tidak dibeli oleh konsuraen,
Saling ketergantungan antara  pelaku  ussha  dan konsamen scharusnya
menciptzakan hubungan yang saling menguntungkan di antara keduz belab pihak
guna menjaga kelangsungan dan kelestarian hubungan tersebut,

Dalam prakteknya ternvata tidaklah seperti yang diharapkan, Kedudukan
konsumen wumusmnya lebiki lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha
Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang
diperiukan pada tingkatan yang sama dengan pelaku usaha umumnoya lemah atau
lebih rendah dalam hal-hal sebagai berikut®™:

. Akses pada sumber informasi;

2. Tingkat pendidikan

3. Pemilihan sumber daya

4. Kemampuan untuk mengadakan negosiasi

Posisi konsumen yang lemah tersebut sering kali menimbulkan perilaku
pelaku usaha yang bersifat negatif dalam menjalankan keplatan uszhanya
misalnys, pertama, melakukan prakiek penyalahponaan posisi dominan dengan
membatasi atau menghilangkan kompetisi atau  kemungkinan besar akan
berdampak negatif terhadap persaingan atau perkembangan ekonomi. Kedua,
melakukan praktek bisnis curang {wnfair business practices) yang merupakan
prakiek bisnis yang dilarang, misalnya dengan perbuatan bersifat bohong atau
menyesatkan, dengan memberikan iklan bohong.

Dalam hubungan antara pelako vsaha dan konsumen di dalam masyarakat
secara garis besar terjadi kegiatan transaksi yanp meliputi thapan-tahapan
sebagai berticut:

* Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor & Tolnn
£990, Jakarta - Mappi FHUL, 2003 hal 1.
® Az Nasition, Konsumien dan Frakum, Yakarta - Pustaka Sinar Harcapan, cet., 1995, hal. 26
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Pertama, tahap pra transakst kensumen. Dalam tahap ini, konsumen masib
berada pada tahap pencarian keferangan ihwal dimana barang dan jasa dapat
dipercieh, berapa harganya dan syarat-syarat yang harus  dipenuhi unlok
memperoieh barang  atau jasa tersebut. Ini beraril, transaksi pembelian,
penyewaan, atau peminjaman barang dan sebagainya belum terjadi.

Kedua, tahap transaksi konsumen. Padea tahap ind fransaksi sudah terjadi,
jual beli atau sewa menyewa barang ataupun penyslenggaraan )asa. Berbagai
persyaratan tentang peralihan pemifikan atau penikmatan, cara pembayaran atau
hak dan kewajiban yang mengikuti, menipakan hal-hal pokok konsumen,

Ketiga, ishap puma transaksi konsumen, Tahap ini disebut juga tahap
purna jual, artinya tahsp transaksi kopsumen telah tferjadi dan pelaksanaannya
telah terselengparakan. Misalnya konsumen melakukan pembelian sebush barang,
dan barang ini telah diterima untuk kemudian digunakan sendirt alau bersama
keluarganya.

Pada setiap tahap tersebut fidak fertutup kemugkinan adanys kerugian
atayy pelanggaran torhadap hak-hak konsumen. Kerugian tersebut giakibatkan
femahnya posisi konsumen akibat informasi yang tidak memadai yang dimilik
oleh konsumen, sehingga seringkali apa vang diperoleh oleh konsumen tidak
sesuad dengan yang dilurapkan.

Lemahnya posisi konsumen juga dialami oleh konsumen atas nasabah
perbankan. Pada tahap pra transaksi nasabah tdak memiik: informasi yang
memadai tentang produk vang ditawarkan, misaloya karena pengetehuan
konsumen yang kurang atas produk yang ditawarkan. Pada tahap  transaksi
nasabah tidsk memiliki posisi tawar vang seimbang dalam penentuan hak dan
kewajiban para pihak, misalnya adanya kiasula baku®’’. Sedangkan pada tahap
purna transaksi nasabah seringkali mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang
tidek menyenangkan afau merugikan schubungan dengan posisinya sebagai
nasabah bank.

? Klasuls baku atau perianiion standsr sdaksh perjanjian vang kisusula-klavsulenya dibakukan
aleh saty pihak, dan pihak ain pada dassmya tidak mempunyai psfuang untuk menwdingkan atay
meminta perubashan. Adapun yang belum dibakukan henya beberapa hal, misalnya yasg
menyangkut jends, harga, jumilak, wama, tempat, wakte, dac beberapa hal vang spesifik dan obyek
yang diperfaniikan,
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Dalans kaitannya dengan pemberian perlindungan kepada konsumen yang
relatil dalant posisi yang lemah dalam berhadapan dengan pelaku usaha, prinsip
perlindungan konsumen mengalami pergeseran yang mengarah pada tanggung
Jawab produk (product linbility) dari pelaku usaha*®.

Prinsip tanggung jawab ini menctapkan bahwa sustu tindakan dapat
dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan tanpa mempersoalkan ada
atau tidaknya kesengajaan, kesalahan atau kelalaian. Jadi kesalahan tidak menjadi
faktor vang menentukan, meskipun ada  pengecualian-pengecualian  yang
memungkinkan untuk dibebaskan dart tanggung jawsb, misalnya adanya foree
majeur. Pada prinsip ini ada hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung
jawab dan kesalahan yang diperbuatnya®.

Dalam ftransakst perbankan, lermasuk transaksi-iransaksi os-fing vang
dikenzl dengan SMS banking, maka bank penyclenggara sebagai pelaku usaha dan
penyelengpara SMY banking memiliki bak dan kewajiban yang dapat memberikan
perlindungan terhadap nasabah sehagal kensumen perbarkan. Demikian puls
nasabah, selain diberikan perlindungan vang lebih oleh peraturan perundang-
undangan juga mempunyai hak dan kewaiibannya sendiri. Apabila masing-masing
pihak menyadari hak dan kewajibannya diharapkan bahwa transaksi SMS banking

dapat terlaksana dengan baik dan aman,

1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagaimana disebutkan di alas, bahwa informasi merupakan salah satu
hak konsumen. Bagi konsumen, informast atas produk barang dan jasa merupakan
hal sangat vital untuk diperoleh sebelum membelanjakan penghasilannya terhadap
produk barang dan jasa yang disediakan oleh pelakue usaha. Informasi fersebut
dapat berupa kualitas produk, keamanan, biaya atau harga yang harus dikeluarkan,
berbagal persyaratan yang harus dipenuhi, pelayanan purns jual dan sebagainys.

Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dapat diperoleh baik
dari keteranpan atau bahan-bahan lisan atau tertnlis, para pelaku usaha yang
tersangkutan. Informasi juga dapat diperoleh dari kalangan pemerintahan baik

dalam  melaksanakan perundang-undsngsn, maupun dalam  melaksanakan

# Lihat Pasal 1 ayat {1} Undasg-Undang Perlinduagan Konsumen
# gdmon Makarim, "Kompifasi Hukum Telematifa”, Rajagrafindo Persada, 2085, op.cit., hal. 339
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kebijakan penierintah, Lebih jauh, informasi tentang produk konsumen juga dapat
disediakan oleh konsumen atau organisasi konsumen™,

Dari kalangan pelaka usaha, sumber-sumber informasi umumnya terdiri
dari berbagai bentuk iklan balk melalui media clekironik maupun non elektronik,
label, termasuk pembuatan berbagai seiebaran, seperti brosur, pamiet, katalog, dan
sebagainya. Informasi juga dapat diperoleh dari pelaku usaha melalul pameran-
pameran, peresmian pembukaan usaha, pengiriman produk perdang, dan seminar-
seminar tertenty. Bahan-bahan informasi tersebut diperoleh dari pelaku uszha,
pengiriman produk perdana dan seminar-seminar tertentu. Bahan-bahan informasi
tersebut dibuat oleh pelaku usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya,
mempertshankan, dan atan meningkatkan pangsa pasar produk yang telah atau
ingin iebih lanjut diraih.

Informasi bagt konsumen dapat dibedakan menjadi dua jeais, yaitg
pertama, informasi yang dibuat oleh konsumen yang dengan informast tersebut
konsumen dapat membuat pilthan yang sesuai dengan keinginannya atas berbagai
jenis barang dan jasa ditawarkag. Kedua, informasi yang secara kKhusus bertujuan
untuk memberikan informasi bagi konsumen terhadap hak-hak konsumen vang
berkaitan dengan fransaksi yang dilakukan,

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah
hak wntuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihsk yang
berkepentingan atau herkompeten sering tidak cukup memusskan konsumen.
Untuk it konsumen berhak menagajukan permintaan informasi lebih lanjue’’.
Selain itu dalam kaitannya dengan penggunaan tekaologi informasi dalam bentuk
penyelenggaraan SMS banking adalah hak untuk mendapatkan pendidikan
konsumen. Dalam banyak hal, seringkali nasabah SMS barnking tidak memahami
isiko-risiko yang menyertainya, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan
konsumen ini menjadi sangat penting. Pengertian pendidikan fidak harus diartikan
sebagai proses formel yang dilembagakan, beatuk informasi vang lebih

Az Naution, “Hukum Perlindungan Kensumen Swaty Fengantar”, cenl, Jekarta : Days
Widya, 1999, hai. 57-58.
3 Sidhares, “Fiwkun Perlindungan Konsumen df Indonesia”, lakarta: PT Grasindo, 2004, hal 21
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komprehensit denpan tidak semata-mata menonjolkan komersialisasi, sebenarnya
sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen®.

Dalam mengkonsumsi barang dan atan  jasa, konsumen sangat
berkepentingan terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan dirinya®. Hak
ini mendapat perhatian  yang sengat besar dalam konsepsi perddindungan
konsumen, Barang dan alau jasa vang dihasilkan dan ditawarkan pelaku usaha
tidak ada artinye apabila pads akhimya mengancam keamanan dan keselamatan
konsumen. Dalam bidang teknologl informasi hak mi mencangkup bak atas
informasi pribadi konsumen, Hak atss infornasi prbadi (privacy) menjadi hak
vang krusial dan rumit karena ferkait dengan masalah pesgamanan teknologi
informasi yang sangat komplek dan melibatkan berbagai pihak dan berbagai
aspek, termasuk peran seria dari konsumen sendini sebagai pengguna teknologi
informasi.

Selain mendapat perlindungan dan mempereleh hek sebagaimans diatur
dalam pasal 4 Undang-Undang No8 Tahun 1999, sesuai dengan asas
keseimbangan dalam perlindungan konsumen, maks konsumen juga mempunyai
kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal §, yaitw: {a} membaca dan mengiicuti
petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau
jasa, demi kesmanan dan keselamatan, (b) bentikad balk dalam melakukan
transaksi pambelian barang dan atau jasa, (©) membayar sesuai dengan nilai wkar
yang disepakati; dan (d) mengiketi upaya penvelesaian hukum sengketa

perlindungan konsumen secara patut.

1.3, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada dasarmya bank merupakan pelaku usaha dalam menyelenggarakan
SMS banking, dimanz untuk menciptaken kenyamanan berusaha bagi bank
sebagal pelaky ussha dan keseimbengan atas hak-hak yang diberikan kepada
konsumen, maka bank sebagai pelaku usaha diberkan hak yang diatur dalam
pasal 6 Undang-Undang No8 Tahun 1999, yaitu : (2} bak untuk menerima

pembayaran vang sesual dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilal tukar

2 1hid., kal 27,

' Repubiik Indonesia, Lindang-Undang No.3 tabun 1999 Temang Perlindungas Konsumen,
op.eix, Pasal 4 anghs 1.
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barang dan/atou jasa yang diperdagangkan: (b} hak untuk mendapat perlindungan
hukum  dant undakan konsumen yang beritikad tidak batk; (¢} hak uniuk
melakukan pembelaan diri sepatuinya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konswrners;, {d} hak untuk rehabilitasi nama baik apabiia terbuktl secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diskibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan; dan (¢) hak-hak yang distur dalam ketentvan peraturan
perundang-undangan lainaya.

Selanjutnya, sebapgai konsckuensi dari hak konsumen yang telah
disebutkan pada uraian terdahulu, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-
kewsajiban vang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang MNo.8 tahun 1999, vaitu (2}
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ; (b) memberikan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenat kondisi dan jaminan barang dan/atau jass
serta  memberl penjelasan  pengpunaan, perbaikan dan pemeliharasn; (¢}
memperiakukan atav melayani konsumen secara benar dan jwur serta tidak
diskriminatif; (4} menjamin muty barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atas
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang danfatau jasea yang
berlaky; (&) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang danfjasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang vang dibuat dan/stan diperdagangkan ; {f} memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atay jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian,

Jika diperhatikan dengan scksama, jelas bahwa kewajiban-kewajiban
tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dari sist lain yang ditargetkan

untuk menciptakan budaya tanggung jawab dari pelakuo ussha,

I1.4 Perlindungan Nasabsh SMS Banking

Sebuah bank bisa saja menginvestasikan dana jutaan dollar untuk sebuah
sistem switching yang mengendalikan ATM, SMYS Banking, dan electronic channel
lainnya dengan jaminan performance mendekati 100%. Jutaan dollar yang lain
pula untuk sebush sistem perbankan handal dan berkinerja tinggi, Seperangkat
sistemn  pengaman transaksi berteknologi terkind yang menjamin  keamanan
transaksi sampai level “sangat amen” dan mendapat sertifikasi dari berbagai

organisasi intemasional. Segala macam perangkat teknologi yang sangar canggih
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tersebul harus dikawal oleh Auman ware, info ware dan organization ware yang
juga kompeten untuk menghasilkan layanen perbankan berbasis {T yang dapa
diandatkan,

Beberapa hal yang dapat menjadi scuan bagi perbankan dalam mengelola
elektronik banking agar dapat diandalkan antara lain dengan cara bank harus
mempunyal sistemn pengendali electronic channel yang mampu memberi jaminan
kehandalan layanan pade tingkat yang sangat memuaskan. Secara prinsip anpka
949% in service biasa menjadi acuszn kehandalan, Kemudian bank juga harus
mempunyai sistem core banking (sistem komputer perbankan) vang handal dan
mampu mernberi jaminan kehandalan layaman pada tingkat yang sangat
memuaskan, Sccara prinsip angka 99% in servive biasa menjadi acuan kehandalan
sebuah sistem core banking. Selain ftu bank harus mempunyai sistem pengaman
transaksi glectronic chamnel yang sangat aman. Sebagai contoh, perangkat HSM
{host security moduls) adalah perangkal yang wajib dimiliki oleh bank yang
mengoperasikan mesin ATM dan EDC. Standar enkripsi friple DES misalnya,
menjadi prasyarat bagi Bank untuk bergabung dalam komunitas internasionsl
penyelenggara jasa EFT (efectronic funds transfer) seperti VISA dan MasterCard,
hank harus menyiapkan fasilitas Disaster Recovery System yang handal dan teruji
schingga dapat memberikan jaminan uninterupted services, terutama pada saat

terjadi disaster/bencana.™

Tetapt, hal-hal tersebut di atas bukanlah hal-hal yang paling utama bagi
sebuah bank didalam menjalankan bisnis SMS banking. Hal-hal berikut ini jika
tidak disediakan, dikelola dan dijamin keberadaannya akan sangat mungkin
beruiung pada munculnya pennasalahan dan berbagal koraplain dari nasabah. Hal
yang periu diperhatikan bank antara lain perhatian pada personil/staf yang berada
dibalik operasional electronic channel harusiah dibekali dengan pengetabuan yang

cukup mengenal operasional clectronic channel, dan juga yang paling penting

* W, Wongsedipuro, Layanan Prima Electronic Bonking, hitp//ebankingialic com diakses tanggal
| Mars 2689,
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adalah bekal kemampuan yang linggi dalam melayani nasabah sccera prima.
Selain #u bank haruslah mempunyal standar operssi dan prosedur sorle standar
layanan vang mudah dipahami oleh stal yang ada dibelakang operasi elzcrronic
charnel. Hal inl sangat penting untuk menjamin tingka? layanan yang prima Bank
juga harus menyiapkan organisasi khusus yang dapat menjamin efisiensi,
efektifitas dan resporsiveness dalam pengelolaan operasi elecrronic channel,
Terakhir bank harus memastikan bahwa baik staf maupun organisasi yang
disiapkan untuk mendukung operasi electronic chunne! betul-betul mampu
menangani semua hal yang terkait dengan elecironic channel, mulal dan business

development sampai dengan customer complaint handling ™

Ruang lingkup perlindungan konsumen yang sangat luas dan dalam
membuat Bank Indonesia sebagai regulator juga berperan dalam mengatur
kegiatan perbankan khususnya dalam fransaksi perbankan elektronik. Oleh karena
iny maka Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungen Konsumen
febih dimaksudkan sebagai payung hukum gebagal dasar pembuatan berbagal
undang-undang.

Berkaitan dengan payung bukum fersebut sejak tanggal 21 April 2608
{Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi diberlakukan.
Undang-Undang iai terdiri dard 13 Bab dan 54 Pasal, dengen demikian menjadi

cyber lave pertama di Indonesia.

Pemanfaatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi BElektronik pada
transakst SMS borking lebih ditekankan pada pemanfasian teknologi informasi,
media, dan komumikasi yang telah mengubah perilaku masyarskat maupun
peradaban manusia secara global. Jadl dalam kaltannya dengan SMS banking
urklang-undang ini lebih menckankan pada permasalahan hukum yang terkait
dengan penyvampaian informasi, komunikasi, dan/alan transaks: secara elektronik,
khususnya dalam hal pembuktian,

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas bank merupekan lembaga

yang paling bertanggung iawab terhadap kelangsungan usaha perbankan, teizh

* hid.
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mengeluarkan berbagai peraturan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesie
maupun surat edaran kepada bank-bank untuk mengatur masalah perbankan
termasuk masalah SMS banking,

Perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup serius dalsm
layanan jasa perbankan sebagaimana dapat dilihat pada API (Arsitektur Perbankan
Indonesia). Pilar keenam API menyebut masalah perlindungan konsumen™.
Beberapa peraturan yang dikeluarkan Baok Indonesia yang dapat dijadikan acuan
dalam perlindungan konsumesn. Beberapa acuan tsrsebut  yakni Ketentuan
mengenal  Know Your Cusiomer, Penerapan Manajemen Risiko Bapi Bank
Umum, Penerapan Manajemen Ristko SMS Banking, Transparansi Produk
Perbankan dar Pemggunaan Data Pribadi Nasabah, Penyelesaian Pengaduan
Nasabah dan Mediasi Perbankan.

IL4.1. Knaw Your Customer Principles.

Retentuan mengenai prinsip mengenal nasabah (know your customer
principlesy dalam transaksi aspapun yang dilskukan oleh dengan bank, wajib
diidentifikasi oleh bank berdasarkan priosip mengenal nasabah. Dalam hal ini
maka baik back maupun nasabah mengetahul aspek hukum berkaitan dengan hal
dimaksud vang pada skhimya keduz belah pihak dapat memahami fungsi dan
kewajiban masing-masing dalam bertransaksi dengan bank.

Ketentuan mengenat prinsip mengenal nasabah ini diatur dalam PBI
No 3/10/PBI/200] tanggal 18 Juni 2001 twnteng Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah (Know Your Customer Prinsciples) sebagaimana telah diubah dengan
PBI No. 53/21/PBI2003 tanggal 17 Qkiober 2003. Penerapan kebijakan dan
prosedur’’ tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nassbah maupun

karakteristik setiap transaksi nasabah schingpa pada gilirannya bank dapat

® Muliaman D. Hadad, Perfindungan dan Pemberdayzan Nesabak Bank Dalam Arsitektsr
Perbankan  Indonesie,  hup/wwwbieo WNR rdonlyres/ID2O0182. ) 76 A 4B65-91GF-
{FABI4AAESG86/7947/ PansrMuliamanDHadad Perlindunganionsumenpdf, diskses tanggal 30
Anril 2069,

7 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Customer Principles), op.cit,, Pasal 2, Bank wajib menetapkan kebiiakan dan proseduy, yaitu
: {2} menetapkan kebifzkan pensrimaan nasabah; {b) menstapkan kebijakan dap prosedur dalam
meovgidentifikasi nasabab; () menetzpkan kebijakan dan prosedur pemantavan techadap rekening
dan transaksi nasabah; dan {d} nenetapkan kebijakan dan prosedur menajemen risike yang
berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah.
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mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (suspicious transaction) don
selanjutnya melaporkan kepada PPATK, Dengan menerapkan prinsip mengenal
nasabah berartd bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang
mungkin tirabul yalto operasional risk, legal risk dan reputational risk.

Sebeium melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib
memima informasi mengenal identitas calon nasabah, baik nasabah perorangan,
perasahaan, bank, lembaga pemerintah, lembaga asing, perwakilan negara asing
maupun badan lzinnya. Bank waijib mengetahul maksud dan tyjuan hubungan
usaha yang akan dilakukasn oleh calon nasabah dan informasi lain mengenai profil
nasabah berdasarkan data-data pendukung yang relevan. Bank wajib menoclak
membuka rekening dan atau melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang
tidak memenuhi syarat, memberikan informasi yang tidak benar, berbentuk sheil
banks atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shelf
banks®,

Bagi bank yang telah menggunakan media elektrontk dalam pelayanan
jasa perbankan walib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-
kurangnya pada saat pembaikaan rekening .

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, peraturan imi dapat
dikategorikan sebagai bentuk perlindungan nasabah terhadap perbuatan dari
nasabah yang beritikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab.

Dalam pengenalan terhadap nasabah ini, bank seringkeli menghadapi

permasatahan berikut™ -

8 PPATK (Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) adalsh lembaga independent yang
dibentuk dalam rangka mencegal dan memberantes tindek pidana pencucian uang scbhagaimana
teiah divbah dengan Undang-Undang No.25 Tahus 2003, Sebelum dibeatnknya PPATK apsbila
bank mengetahiul adanya transaksi yang mencutigakan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia.
* Shell bank adalah bank yang tidek mempunyai kehadiran secara fisik {physical presence) di
negara tempat hank tersebut didirikan dan memperoleh fiin, dan ridak berafiliasi dengan kelampo¥
Jase keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonselidasi vang efekrf Yang dimaksud
dengan kehadiran secara fisik adalah adanya pengelolaan, pengurus, dan kantor bank di wilayah
hukum: bask tersebut didirikaa, .

* Bank Indonesis, Peraturan Bank Indopesia Testang Penerapan Prinsip Meagenal Nasabah
(Knosw Your Custonter Prineiples), op.oit., Pasal 4 ays (4).

! Widiyano, Try, Operasional Fransaksi Produk Perbankan di indenasia, Bogor - Ghalia
indonesia. 2008. hald4
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a. Pembukaan rekening nasabah melalul elektronik

Pasal 4 ayat (4) PBI No. 3/10/PBI/2001T eatang Pelaksansan Prinsip Mengenal
Nasabah, bagi bank yang telsh menggunakan media elektronik dalam
pelayanan jasa perbankan wajib melskokan melskukan pertemuan dengan
calon nasabah sckurang-kurangnyza pada saat pemibukaan rekening.

Penjelasan pasal 4 ayat {4}: penerapan prinsip mengenal nasabah mencangkup
nasabah bank biesa (foce fo foce customer} maupun nasabah bank fanpa
kehadiran fisik (nonfixce 2o face customer), seperti nasabah yang melakukan
trangaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan SMS banking. Bagi lembaga
perbankan yang mempunyal produk elektronik banking, misalnya SMS
barnking, maka calon nasabah yang akan menjadi nasabah yang bersangkutan,
dapat melakukan pembukaan rekening melalut sarana elektronik, dalam hal ini
adalah melalul sarang internet. Dengan demikian, tidak terdapat pertemoen dan
atau tatap muka antara back dengan nasabah tersebut. Dengan adanya
ketentuan tersebut, maka bank tetap mewajibkan kepada pthak yang membuka
rekening unfuk tetap mendstangi cabang bank dimana rekening dibuka.
Dengan demikian, tidak dikenal pembukaan rekening tanpa kehadiran pihak
yvang membuka rekening, sckalipun menggunakan gknologl elekironik
canggih.

b. Bank Tidak Dapat Memastikan Kebenaran Dokumen
Penjelasan pasal 4 ayat 30 yanp dimeksud denpan penelitian kebenaran
dokumen pendukung  identitas nasabah  sekuraneg-kuranpnya  meliputi
pemeriksaan seluruh dokumen vang berkaitan dengan {dentitas nasabah untuk
memastikan dokomen tersebut secara nyala dinyatakan sesuai kondisi nasabah,
Permasalahan pemerikasaan terhadap dokumen pendukung dalam pembukaan
rekening adalah permasalahan yang paling penting dalam prinsip mengenal
nasabah. Kegagalan pemerikassan ini dapat berakibat pada aspek yang sangat
tuas. Dalam prakiik, tidak mudah dapat memeriksa dokumen nasabah dengan
benar karenz volume transaksi yang sangat banyak dan.kecanggihan teknologi
ikut mendukung terhadap kesempumaan pemalsuan dokumen, Kesulitan jusiru

adanya ketentuan yang terdapet dalarn penjelasan pasal 4 ayat (3) PBI tersebut,
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vakni pada kata-kaw .. untuk memastikan dokumen...”. Hal ini tidak mungkin
dapat dilakukan oleh pegawal bank, sebab pegawai bank tidek mungkin dapat
mengecek selurah dokumen tersebut kepada penerbit dokumen. Yang dapat
dilakukan oleh pegawai bank hanyalah penelitian fisik secara wajar dan udak

sampai pada tingkat kepastian kebeparan dokumen.

¢. Sistem Informasi Tergantung Data yang Diterima
Penjelasan pasal 9 ayat {1} ; sistem informasi yang dimiliki harus dapat
memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (individual transactie)
apabila diperlukan, baik unfuk keperluan intern dan atau bank Indonesia,
maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk
dalam penelusuran transaksi antara lain adalah penelusuran afas indentitas
nasabab, instrumen transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan dokumen
transaksi, dan seterusnya. Berkaitan dengan sisi penilaian identitas nasabah,
maka keientuan tersebui mewajibkan kepada bank agar sistem informasinya
dapat terjangkan sampai pada penelusuran identitas nasabah. Sistem ini
sepenuhnya tergantung pada data yang diterima saat pembukaan rekening dan
transaksi selanjutnya. Dengan demikian, kesalahn pada sast identifikasi
nasabah pada saat pembukaan rekening berarti juga mengakibatkan kegagalan
sistem informasi ini, sebab dengan adanya pomberian dan penerimaan
dokumen palsu oleh bank, maka dokumen terscbut tidek mungkin dapat

diteluguri.

H.4.2. Penerapan Manajemen Risike Bagi Bank Umum

Pesatnya lingkungan cksternal dan intemal perbankan menyebabkan
semakin kompleksnya risiko kegiatan vsaha perbankan, Oleh karena itu agar
mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan, bank dituntut untuk
menerapkan manajemen risiko™ yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank,

kebijakan, prosedur dan pepetapan limit risiko, serta pengendalian intern bank,

“ Bank Indonesia, Perawran Bank Indonesia Tenlang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Baok
Umum, op.cit., Pasal | angka 3, Manajemen Risiko adalah serangkaian provedur dan metcdologi
yang digunakan umniuk mengidentifikasi, mengukur, memanmu dan mengendalikan risiko yang
il dari usahe kegistan wsaha bank.
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Penerapan manaiemen nigike memberikan manfaar baik kepads perbankan
maupun otoritas pengawasan bank™, Bank Indonesia sebagai otloritas pengawasan
bank sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa perbankan secara sungguh-
sungguh dan konsisten menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ukuran dan
kompleksitas usaha bank, sehingga dapat meningkatkan tata kelola bank vang
sehat,

Berkaitan dengan kebutuhzn ini, Bank Indosesia telah mengeluarkan PBI
No.5/8/PBY2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum. Direksi Bank mempunyai tanggung jawab dan wewenang untub
menyusun  strategi dan kebijekan manajemer risiko secara tertulis dan
komprehensif, yang sekurang-kursngnva memuat™ : {a} penetapan ristko yang
terkait dengan produk dan transaksi perbankan; (b) penetapan penggunaan metode
pengukuran dan sistem manajemen informasi manajemen risiko, (¢} penentuan
limit dan penetapan toleransi risiko, (e) penyusunan rencana darurat {coniingency
plany dan kondisi terburuk (worst case scenorio), dan (F) penctapan sistem
pengendalian intern dalam peserapan manajemen risiko.

Selain itu, bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko yang
sekurang-kurangaya tecdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait®,
serta membentuk satuan kerja manajemen ristko vang independen dan
bertanggung jawab langsung kepada Direktur THama atav kepada Direktur vang

ditugaskan secara khusus,

11.4.3, Penerapan Manajemen Risiko S31S Banking
Surat keputusan Digeksi Bank Indonesia No27/164/KEP/DIR tanggal 31
Maret 19935 tentang Penggunaan Teknologt Sistem Informasi oleh Bank, sampai

saat ini masih berlaku sebagat ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan

“ Bagi Perbapkan, penerapan manzjemen risike dapat meningkatisn sharcholder value,
meimberikan gambaran kepada pesgelola bank mengenat kemungkinan kerugian bank di masa
yang akan dateng, meningkatkas metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis vang
didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagal dasar pengukuran yang lebih akurar
menpgeval kinegja bank, dipunskan untuk menilai risike yang melekat pads instrument atau
kegiatan ussha bank yang relative kompicks serta menciptakan infrastruictur manslemen risiko
yang kokoh dalam rangks meningkatkan daya saiag bank.

“ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penceapan Manajemen Risiko Hagi Bank
LImum, op.cit., Pasal §.

“ 1bid., Pasat 17,
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teknologi  informasi bagi  perbankan. Ketentuan inl mengatur  mengenal
pengelolaan teknologi sisten informasi yang dilakukan oleh bank. Bank
diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah pengamanan untuk mencegah
timbulnya risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan teknologi sistem informasi,
Managjemen bank wajib menerapkan pengendalian manajemen yang meliputi
perencanaan, penetapan  kebijakan, standar dan prosedur, organisasi dan
personalia; serta melaksunakan fungsi audit intern Teknologl Sistem Informasi,
dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam mengpgunakan sistem dan aplikasi Teknologi Sistem Informasi,
rmanajemen bank wajib : (&) memiliki sistem kontrol terhadap sistem dan splikasi
yang  mencangkup  pengadasn, pengembangan, pengoperasian  dan
pemeliharasonya; (b) menerapkan prinsip-prinsip sistem pemgawasan dan
pengamanan terhadap penpgunaan sistem dan aplikasi yang mengandung dsiko
tinggi, khususuya yang menyangkut teknologi database, komputer mikro, dan
komunikasi data; dan (¢} memiliki Disaster & Recovery Plan yang sudah erji

dan memadat,

IL44. Transparansi Produk Perbankan dan Penggunaau Pata Pribadi
Nasabah

Pengaturan mengenai transparansi produk perbankan dan penggunaan data
pribadi nasabah diatur dalam PBI No.7/6/PBI/2003 tanggal 20 Januari 2005
Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Pengpunaan Data Pribad
Nasabah. Pemilihan produk bank oleh nagabah seringkali lebih didasarkan pada
aspek informasi mengenai manbat yang akan diperoleh dari produk bank
tersebut. Hal Ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai
produk bank yang disediakan bask belum menjelaskan secara berimbang manfaat,
risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu,
tidak jarang timbul perselisihan anfara bank dengan nasabah yang disebabkan oleh
adanya kesenjangan informasi mengenai karaktenstik produk bank yang
ditawarkan bank kepada nasabah, Akibatnya, hak-hak nasabah untuk
mendapatkan informast yang lengksp, akurat, terkisi, dan wtuh meaiadi tidak

terpenuhi. Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenei
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produk bank memungkinkan teriadinya penyimpangan-penyimpangan Kegiatan
usasha perbankan yang dapal merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya
transparansi  informesi mengenai produk bank untuk meningkatkan good
corporate governance di sekior perbankan.

Selain aspek wansparansi informast mengenat produk bank yang masth
kurang memadali, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi
oleh bank kepads pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa
izin nasabah. Oleh karena itu, transparansi informasi penggunaan data pribadi
nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarl untuk menjaga
kredibilitas lembaga perbanksn sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai
konsiynen pengguna jasa perbankan sebagmimana diamanatkan oleh Undang-
{Indang No.8 Tahur 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa bank walib menyediakan informasi
tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik
setiap produk bank®. Informasi dimalksud wajib disampaikan kepada nazsabah
secara tertulis dan atau lisan®’. Dan dalam memberikan informasi, bank dilarang
memberikan informasi yang menyesatkan (misleady dan atau tidsk etis
(zzzz’scenduc!)“.

Informasi mengenai karakieristik produk bank tersebut di alas sekurang-
kurangnya mciiptzﬁ%”g : {a) namz produk bank; (b} jends produk bank; {¢) manfazt
dan risiko wang melekat pada produk bask; (d) persysraian dan tata cara
penggunaan produk bank; (e) Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;(f)
perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; (g) jangka waktu
berlakunya produk bank; dan (h) penerbit (issuer/originator) produk bank,

Dalam hal produk baok terkait dengan penghimpun dana, bank wajib
memberikan informasi mengenal program penjaminan terhadap produk bank
tersebut. Bank dilarang mencantumkan informasi dan arau keterangan mengenai
karskteristik produk bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atou

* Bank Indonesia, Peraturan Bank [ndonesia Tentang Tranparansi Informasi Produk Bank dan
Penggunaen Data Pribadi Nasabah, Pasai 4 ayat{]).

 Ibid., Pasat 4 ayat (2).

® 1bid., Pasal 4 ayat (2)

* 1bid., Pasel §
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tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengeni®.
Bank wajib meminta persetujuan teriulis dart nasabah dalams hal bank akan
memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain
untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peratwran perundang-
undangan yang berlaku®’. Dalam permintaan perselujuan tersebut bank terlebih
dahule menjelaskan tujuan dan  konsekuensi dari pemberian dan  atau
penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihek Inin. Dalam hal bank akan
menggunzkan data pribadi seseorang dan ateu sekelompok orang vang dipernich
dan pihek fain untuk tojuan komersial, bank wajib memiliki jaminan tertulis dari
pihak }ain yang berisi persetujuan tertulis dari seseorang dan atau sekelompok
orang tersebut untuk menyebarluaskan data pribadinya®”.

1.4.5, Penyelesaian Pengadazn Nasabah

Masabah perbankan dapat dikatakan memiliki posisi tawar yang lemah
terhadap bank. Sebagai contoh nasabah tabungan, wisainva, bank bisa saja
mengenakan aturan-aturan lentang blaya administrasi dan biaya lain-lain yang
dibebankan kepada nasabah. Akan tetepi ketika nasabah ingin mendapatkan
haknya akan pelayanan bedcualitas dari bank, bank sering kali tidak mampu
mengakomodasi kepentingan nasabah.

Sebagai contoh kasus, ada sebuah bank lokal yang teller-nya istirahat
bersamaan dengen jam istirahat kantor-kantor di sekitammya. Padahal, sebenarnya,
jam istirshat makan siang adalah saat-saat banyaknya nasabah bank yang
bertransaksi. Nasabah akhimys harus antre dan rugi waktu. Akhiraya, nasabah
hanya punya tiga pilihan, yakni mendiamkan saja masalab tersebut, komplain
langsung ke bank vang bersangkutan, atau komplain melalul media massa,
Biasanya, komplain langsung ke bank dirasskan prosesnya relatif lama, Sebagian
besar nasgbah lebih memifih mengeluh di media massa karena dianggap lebih
efektif,

Isu tentang perlindungen Konsumen sebenarnya sudah lama, Sebenarnys

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

0 1hid., Pasal 7
 Ihid,, Pasal 9 ayat (1)
* thid., Pasal 1
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Konsumen sudah mengatur secara jelay hak ataupun kewdjiban konsumen dan
produsen. Pasal 4z LU tersebut, misalnya, mencatal hak konsumen aias
kenvamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mongonsumsi barang den jasa,
Konsumen juga punya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondist dan jaminan barang dan jasa, seperti trcantum dalam Pasal 4c. Di sisi
lain, datam UU Nomaor 8 Tahun 19598 P2sal 19 Ayat 1, pelaku usaha benanggung
jawab memberikan gantl rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian dalam
mengonsumsi barang dan fasa. Bahkan, pelaku usaha bisa saja dituntut secara
pidana ke pengadilan, walaupun sudah memberikan ganti rugi, seperti tercantum
dalam Pasal 19 Ayat 4,

Menurut Yusuf Shofie, dosen dan praktisi hukum pemerhati masalah
konsumen, kensumen punya hek atas kenyamanan dalam mengonsumsi barang
dan jasa, hak untuk didenpar keluhannya, serta hak atas upaya penyelesatan
sengketa konsumen secara patut. Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak
Lkonsumen, menumt Yusuf Shofie, bisa saja diselesaikan melaiul jalur pengadilan,
Apalagi, kasus-kasus yang sifatnya sudah kriminal. Untuk kasus seperti itu, bisa
dikenakan, antara lain, Pasal 335 Butir 1¢ dan 2e Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP}, vaitu perbuatan tidak menyenangkan, dengan hukuman penjara
selama-lamanya satu tahun atay denda sebanyak-banysknya Rp.4.500,~ {empat
ribu lima ratus rupiah). Pengawasan bank dalam hal pengaduan nasabah tetap di
bawah Bank Indonesia. Bank Indonesia akan menerima laporan penanganan dan
penyelesaian pengaduan bank-bank secara triwulan. Saat ini ada empat cara yang
biasa digunaken nasabah unfuk mengaduksn masalahnya. Yaihu, melalui coll
center, melalul kantor cabanp tempat munculnya permasalaban, melalul surat
pembaca di media cetak, dan melalui surat langsung ke kantor pusat.>

Huobungan antara nasabah dan bank kadangkala tidak harmonis, dan
seringkali timbul perselisihan yang dapat mengakibatkan hak-hak nasabah tidak
terlaksana dengan baik. Keluhan nasabah seringkali muncul dalam pemberitaan-

3 infoBankNews.com, Jangan Lagi Sepalekan Keluhan Nasaboh,
httpifiveww, infobanknews com/anikelrubrildartikel php%aid=449, diakses tanggal t April 2009,
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pemberitaan di media. dan apabils ini tidak ditangani dengan baik. nasabah akan
sangal duwrugikan dan pada skhirnya hal ini akan merugikan bagi bank sebagai
lembaga kepercayasn, Oleh karsna iy, untuk melindungl nasabah  dan
mengurangt publikasi negatif terhadap operasional bank, maka Bank Indonesia
merasa perlu untuk menetapkan standar minimun mekanisme pengaduan nasabah
dalam PBi No. 7/1/PBL2005 tanggal 20 Januari 2003 tentang Penyelesaian
Pengaduan Nagabah®™, Peraturan ini juga ditujukan untuk mendukung kesetaraan
antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagal konsumen pengguna
j3sa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Usndang-Undang Perlindungan
Konsumen.

Peraturan ini mewajibkan bapk untuk menyelesaikan setiap pengaduan
vang disjukan nasabah atau perwakilan nasabah®. Untuk itu bank diwaiibkan
membentuk unit das atau fongsi vang dibentuk secara khusus ¢ setiap kantor
bank untuk menangani Jan menyelesaikan setiap pengadusi nasabah vaog
diajukan oleh nasabah atan perwakilan nasabah®™. Bank Indonesia mewajibkan
seluruh bank untuk menyslesatkan setiap pengaduan nasabah vang terkait dengan
adanya potensi kerugiap finansial pada sisi nasabah. Dalam PRI i diatur
mengenal {ata cara pencrimaan, penanganan, dan juge pemantauan penyelesaian
pengaduan.

Pada prinsipnya, PBI di atas mengatur bahwa bank tidel diperkenankan

menolak setiap pengaduan yang diajukan secarz lisan maupun tertulis. Untuk

¥ Muliaman D Hadad, Perdindungan dan Pemberdayaan Nasabak Bank dalom Arsitektur
Perbankan Indonesia, opieit, Mullaman seagemukakan babwa dari perspektif regulator,
penerbitant PBI Penyvelesaian Pengaduso Nasabah ini memilild dua tuuen sfama, yaitu uniek
memelihara dan meningkatkan kepercayaan musyaraket pada lembaga perbankan dan untuk
menurunkan publikasi nepatif terhadap bask vang dapat mempengamshi reputssi bank fsrsebul.
{Dari sisi bank keberadasn PBL ini juga skas sanpat membasty bank dalam beberapa hal, antara
fain 7 {a) Mengidentifikast permasalaban yang terdapst pada produk-praduk yang ditawarksnnya
kepada masyarakat; (b) mengidentifikasi penyimpangan kegiatan aperasional pada kantos-kantoe
bank fortentu vang mengskibatkan kerugian pada nmasabab; (o} Memperoleh masukan socars
Bogsung dari nassbah mengenai sspek-aspek yang harus dibeoahi uniek mengurangi risiks
operasional; dan {d) Memperbaiki karakteristik prodok untuk menyesuaikannya dengan kebutuhen
nasabzk. Serngntara iy, dad sisl nasabah keberadasn PBI ini ¢kan sanget bermanfiaat bagi upaya
persegaian  penyelssslan permasalaban antara bank dengan nasaboh. Prosse penyelesaian
pengaduan yang pengaturannyz ditctapkan pada PBI tersebut dihacapkan dapat memfasilitast
penanganan pengaduan secare efision dan efektifl sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank
ridzk lagi berlarat-lans dan keluhan nasabab vang sering dijumpal dalam berbagsl media cetak
dapat dikorangi, Dengan demikizn, penerapan PBI Penvelesaian Pengadusn nassbab secars
konsisten akan dapat membaws maniaat baik untak saszbab maupun risiko reputast pada bank.

* Bank tndonasia, Perataran Bank Indonesia Tentang Pengaduan Nassbah, Pasal 2 ayat {13
*1hid., pasal 4.
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pengaduan lisan, bank wajb menyvelesaikannya dalam wakiu 2 hari keria
sedangkan untuk pengaduan ierlulis wajib diselesaikan dalam wakiu 2 hari kerja
dan dapat diperpanjang hingga 20 hari Kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-
kondisi tertentu.

Dalam rangka implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (AP1} perihal
perlindungan konsumen, Bl menerbitkan dus PBI, yaitu PBL Peayelesaian
Pengaduan Nasabah dan PBI Transparanst Informasi Produk Perbankan. Dalam
PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah, tujuan yang ingin dicapai adalah
penanganan penvelesaian pengaduan nasabah bisa secara terarah dan sistematis.
“Bank Indonesia mewajibkan bank menyelesaikan setiap pengaduan nasabah
melalul proses penerimaan, pesanganan dan penyelesaian, serta pgmantavan
penyelesaian pengaduan nasabah. PBI Nomor H7/PBl 2005 jugs mengatur sanksi
yang dikenakan kepada bank bila melanggamya. Secara umum, ada tiga sanksi
vang akan dikenakan menurut Pasal 17 dan 18, Satu, bank zakan dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis dan dapat diperhitungkan dengan komponen
penilaian  tingkat keschatan bank., Jua, bank umum yasg terlambat
menyampaikan  laporan penyelesaian pengaduan nasabah  dikenat  sanksi
kewajiban membayar Rpl.000.00D,- {satu juta rupiah} per hari kega dan
Rpl100.000,~ {seratus ribu rupizh) untuk bank perkreditan rakyat (BPR). Tiga,
bank umum yang tidak menyampaikan laporan dikenai sanksi kewaiiban
membayar Rp.30.000.000,~ (tiga pulub juta rupiah) dan Rp.230.000,- {dua ratus
lima puiuh ribu rupiah) untuk BPR. Pengawasan bank dalam hal pengaduan
nasabah tetap di bawah BL Bl akan menerima laporan penanganan dan
penyelesaian pengaduan bank-bank secara triwuian, Untuk memastikan bahwa
bank telah melaksanakan ketentuan peoyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap
triwnlan bank diwajibkan menvampaikan laporan kepada Bank Indonesia
mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselegaikan oleh bank.

Dalam PBI tersebut selain sanksi di ats secara rinci juga diatur beberapa
kewajiban bank sebagai berikut

a. Bank wajib menerima pengaduan nasabah pada pada setiap kantor bank
dan fidak terbatas hanys pada kantor bank tempat nassbah membuka
rekening dan atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi serta

36

Perlindungan Hukum..., Patar Pandapotan, FH Ul, 2009



wajib menyampaikan buki randa terima pengadean secara tertulis.
Pengaduan wriulis disertai dengan dokumen pendukung yvang wajib dicamu
dalam calatan penerimaan pengaduan.

Bank wajib menjelaskan kepada unasabah mengenai kebijakan dan
prosedur penyelesaian pengaduan saat nasabah mengajukan pengadaan.
Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis, yang
wajib melipwti penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian
pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.
Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di
setiap kantor bank untuk menangani pengadusn serta unit ini wajib
dipublikasikan keberadaan dan atau fungsinya, khususnya dalam
penanganan dan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secasa
tertulis dan atau elektronik.

Pengaduan secara lisan waiib diselesaikan oleh bank paling lambat 20 hai
kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, yang dengan slasan "terdapat
kondisi tertent™ dapat diperpanjang 20 hari kerja dan wajib diberitahukan
kepada nasabah yang mengadu. Hasil penyelesaian ini wajib dijawab oleh
bank secara tertulis.

Bank wajib menginformasikan status penyelesaian pengaduan nasabah
setiap saat dan atan kuasanya memintz penjelasan kepada bank mengena
pengadoan yang dizjukan,

. Bank wajib menatausahakan seluruh dokunien vang berkaitan dengan
penerimazn, penanganan, dan penyelesaian pengaduan.

. Bank waib memiliki mekanisme pelaporan internal penyslesaian
pengaduan,

Bank wajib menvampaikan laporan pesanganan dan  penyelesaian

pengaduan secara trisvulan kepada Bank Indonesia.

Dengan adanya PBI Nomor 7/7/PRI/2005, ke depan, nasabah bank

memang tak perlu lagl khawatir. Apalagi, BI sudah menjamin, direksi bank yang
akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah,

37

Perlindungan Hukum..., Patar Pandapotan, FH Ul, 2009

A



Dan, diharapkan, bank tetap menjadi lembaga kepercayaan masyarakat. Kalau

tidak, bank tenw tahe risikonya,

[1.4.6. Mediasi Perbankan

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah di atas tidak selalu dapat memuagkan pasabah.
Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan coleh tontutan nassbah vang tidak
dipenuhi bank, batk seluruhnya maupun sebagian. Pada gilimannya, ketidakpuasan
tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang
apabila berlarut-larat dan tidak segera ditangani dapat mempengarchi reputas
bank, mengurangl kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan
merugikan hak-hak nasabash.

Upaya penvelesaian sengketa antars nasabah dan bank dapat dilakukan
melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif
Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan, Namun demikian, upaya
penyelesaian  sengkets melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah
dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut
memerinkan wakiu dan biaya yang tidak sedikit, Oleh karens lu, penyeliesaian
sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah keeil dan usahia mikro dan kecii perhu
diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalul penyelenggaraan mediasi
perbankan agar hal-hak merska sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi
dengan baik.

Oleh karens ity, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBY/ 2006
tentang Mediasi Perbankan, Bl secara khusus mengatur soal pendirian lembaga
mediasi perbankan di Indonesia. Jenis produk yang paling menimbulkan sengketa
adalah sistem pembayaran, ditkuti penyaluran kredit,dan penghimpunan dana
melalui produk simpanan.,

Namun, sampai saat ini, lembaga mediasi perbankan independen tak
kunjung terbentuk. Kalaupun ada, mediasi perbankan yvang begjalan saat inl masth

bersifat sementara dan menjadi bagian dari BL Sesuai perateran, paling lambat
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akhir 2007, lembaga mediasi perbankan yang independen sudah harus terbenuuk.
Lembaga miediasi ini harus bersifat independen karena lembaga itu nantinva
berfungsi sebapal mediator atau penengah antara nasabah dan bank, Artinya,
lembaga mediasi tidak boleh diisi orang-orang yang terkooptast atau terkain
dengan pihak-pikak vang bersengkets. Tujuannya, lembaga ilu ddak berat
sebelah, Kendati begitu, yang menjadi ganjalan, dalam peraturan disebutkan
bahwa lembaga mediasi perbankan vang independen nantinya dibentuk asosisg
perbankan.

Sebab, bisa saja asosiasi perbankan menunjuk dan menempatkan orang-
grang yang bisa saling bekerja sama untuk menguntungkan suatu pihak. Apalagi,
kalau lembaga mediasi perbankan mendapatkan dana yang dikumpulkan asosiasi
dari bank-bank. Otomatis, lembaga itu bakal mengalami perasaan sungkan kepada
bank saat menjadi mediator. Akan lebih baik jika lembaga mediasi perbankan diisi
orang-orang yang tidak bersinggungan dengan bank atau nasabah, misalnya
orang-orang vang berasal dari kalangan akademisi atau profesional yang dipilih
lewat proses terbuka yang bisa diketahui publik.

Sedangkan untuk biaya operasional, pada tahap awal Bl memberikan
suntikan dana ke lembaga mediasi tu. Tapi, ke depan, lembaga it harus mencari
dana sendiri, miszlnya dengan menjadi konsultan dalam hal kemampuan negosiasi
di perusahaan-perusahaan nonbank.

Alternatif Pertama Lembaga Mediasi Perbankan Independen «apat
berbentuk yayasan dengan dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 16 Tahun
2001 tanggal & Aguostus 2001 tentang Yayasan sebaguimana diubab dengan
Undang-undang No. 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004. Sebagai contoh
alternatif pertama {alah pads pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(R ANI).ﬁ

Kemudian, Alternatif Kedua pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan
tersebut adalah dapat berbentuk Perkumpulan Berbadan Hukum dengan Dasar
hulcum Ketentuan Tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum {Rechss
persoontijkheid van versenigingen) Keputusan Raja No. 2 tanggal 28 Maret 1870,
S.1870 : 64). Sebagal contoh altermnatif kedua ialah pads pendirian Badan

¥ Fakhrol Aufa, Lembaga Mediasi Perbankan Independen: Solusi Kebuntugn Neposiosi Nazabak
dan Bark, Bogor: Fakulias Ekonomi dan Manajemen IPB. 2008 bad. |
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Arbivase Pasar Modul [ndonesia (BAPMI). Lembaga Mediasi Perbankan dapat
didirtkan oleh Ascsiasi atau perserikatan perdatafikatan sedangkan himpunan
vang bukan badan hukum tidak hisa menjadi pendiri Yayasan/Perkumpulan
Berbadan Hokum, namun mungkin menjadi anggota Perkumpulan Berbadan
Hukum.™

Sebagai sustu lembaga mediasi, Lembaga Mediasi Perbankan harus benar-
benar independen. Oleh karena itu pengawasan lerhadap jalannya proses mediast
tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi oleh Dewan kehormatan yang khusus
ditunjuk untuk mengawasai, mengevaluasi dan menctapkan ada tidaknya mediator
yang bertindak keliru/salah, menyalahgunakan atau melampaui batas kewenangan.
Sehingga dibarapkan akan terbentuk Lembaga Mediasi Perbankan vang benar-
benar independen dan dapat bekerja dengan optimal.

Kelak, ada dua hal yang dapat menjadi fungsi dari [.embaga Mediasi
Perhankan. Pertama adalah complizin management. Lembaga #tu baru akan ada
dan diperlukan kalau ternyvata dari komplain normal ini nasabah juga tak puas,
sehingga nasabah bisa mengajukan ke pengadilan. Tetapi, kalau menempuh
mekanisme pengadilan, akan mahal biayanya. Oleh karena itu, nasabah bisa pergt
ke lembaga mediasi yang telah dibentuk ini. Lembaga ini tentunya akan berfungst
sebagai lembaga mediasi perbankan. Dan, tentu sgja, lembaga mediasi itu bisa
hanya berperan schagai mediator vang mempertemukan dug pibak tersebut. Atau,
lembaga in{ bertindak sebagai arbitrator, Tapi, yang jelas, kedua kemungkinan itu
bisa saja dilakukan. Selain sebagal mediator, Lembaga Medias] Perbanakan dapat
juga dilengkapi dengan fungsi arbitrator.

Terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan tak hanya menguntungkan
bagi nasabah, perbankan juge skan mendapat keuntungan dari terbentuknya
lembaga ini. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh perbankan akibat
terbentoknya Lembaga Mediasi Perbankan. Pertama, bank bisa membuat nasabah
menjadi lebih betah karena setiap ada perscalen yang dirazakan olelt nasabah
dapat dijawab dengan jclas oleh bank. Bifa nasabah makin betah, diharapkan akan
menunjukkan loyalitas nasabah yang akan makin teruji. Kedua, adanya komplain

dapat menjadi informasi berharga bagl manajemen bank. Dengan demikian, kalau

% thid
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manajemen bank mengetahui bahwa ternyata komplain banyak terjadi pada
bidang terieniu, misalnya, dapat segers diperbaiki. Teckait dengan lovalitas
nasabah, dengan adanya komplain nasabah, akan menjadi warning bagi bank.
Artinya, manajemen bank yang bersangkutan menjadi tahu, aspek mana saja vang
banyak dikeluhkan nasabah. Dengan demikian, aspek tersebut dapat langsung
diperbaiki sisi lemahnya,

Manfaat iain bagi bank, bagian market research pada bank tersebut jadi
mengetahut kelemabannyz di mana saja. Hal inl menjadikan efisiensi karena
market research tak periu menyewa supervisi dari luar. Selain itu, reputasi bank
bersangkutan makin bagus karena layanan bank tersebut jugs mengalami
perbaikan. Hal lain, bila terdapat negative publicity, bisa segera diketahui atau
diminimalisasi. Daripads ketidakpuasan nagabah terhadap suatu bank dituliskan di
surat pembaca media massa, lebih baik langsung ditangani. Scbab, kalau nasabah
komplain di media massa, setidaknya, reputasi bank fersebut bakal buruk. Jadi,
sekall lagl, jangan dilihat lembaga ini hanya vstuk konsumen semata. Karena,
banyak juga manfaainya bagi bank., Walaupun namanya perlindungan pada
nasabgh, tapi, sebetdnya, banysk manfaatnya untuk kedua pihak.
Sedangkan tniat nasabah, lembage mediasi perbankan akan memberikan jaminan
terhadap perlindungan konswmen di industd perbankan. Bagi Bl sendir,
keberadaan lembags mediasi perbankan akan sangat membantu mewujudkan pilar
keenam Arsitektur Perbankan Indonesia, yakai perlindungan nasabab. Lembaga
mediasi perbankan independen dapat melancarkan kembsali saluran komunikasi
dan negosiasi antara nasabah dan bank yang sempat mengalami kebuntuan.

Penyelesaian penpaduan oleh bank yang tidak selalu memuaskan nasabah
ini dan seringkali menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, maka Bank
Indenesia mengeluarkan PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang
Mediast Perbankan. PBl tersebut  kemudian  dilakukan perubahan
No.10/1/PBU/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/2006 tentang Media
Perbankan,

Peraturan tersebut mengamanatkan untuk membentuk lembaga mediasi
perbankan independen oleh ascsiasi perbankan untuk memfasilitesi penyelesaian

sengketa selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007, Sebelum lembaga

41

Perlindungan Hukum..., Patar Pandapotan, FH Ul, 2009

il



tersebut terbentuk fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia,
Fokus mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah pada
sengketa dengan nasabah kecil dan usaha mikro keeil (UMK dengan batas kiaim
meksimal RpS00.000.600,00 (lima ratus juta rupiahj, dan nasabab tidak dapat
mengajukan tunfutan financial yang disebabkan oleh kerugian immaterial.
Pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dilakekan dalam waktu 30
{tiga puiul) hari kerja berikutnys berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan
bank. Bank Indonesin tidak memberikan rekomendasi dan atan keputusan
penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Hasil mediasi diwujudkan dalam
bentuk Akta Kesepakatan yang ditandatangani nasabah dan bank, yang dapat
memuat Kesepakatan secara keseluruhan, kesepakatan sebagian, atau tidak

tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

11.5. Beberapa Kasns SMS Banking
Kasus atau permasalahan yang sering terjadi seputar SMS bunking

biasanya berupa pendaftaran vang dilakukan pihak lain atau berupa kesalahan

teknis dimana perintah pengiriman fransaksi yang seringkall gagal. Beberapa

contoh permasalahan dalam transaksi SMS banking ©

L Saudars A merasa tidak pemah mendafiarkan atau menggunakan fasilitas
SMS' banking dari bank X, akan tetapi dalam repor! (ransaksi rekeningnys
terdapat transaksi melabn SMS bamking untuk pembayaran tagihan
handphone ke salah satu operator seluler sebesar Rp 800.000,- {delapan
ratus ribu rupiah) dan transaksi transfer antar rekening bank X sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah), Setelah komplain langsung ke bank X,
saudara A hanya dijelaskas bahwa memang telah ada pendaftaran SMS
banking dan telah terjadi fransaksi pembayaran tagihan operator scluter
dan transfer rekeping. Bank X hanya meminta mmaaf karena sccara sistem
transaksi itu sudab sah dan saudara A tidak dapat membukitkan bahwsa
yang bersangkutan bukan orang yang melaksanakan transaksi terscbut®™,

2. Saudara-B yang menggonakan fasilitas SMS banking dari Bank Y

bermaksud untuk melakukan pengecekan saldo atas rekeningnya. Setiap

¥ hatgfin, derik com, Suara Pembuca diakses tanggal 13 Juni 2004
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pengiriman SMS banking maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 1000.-
{seribu rupiah). Pada pengiriman pertama saudara B tidak mcendapatkan
SMS balasan dart Bank Y atas informasi saldo tersebut. Setelah menunggu
beberapa lama masih belum mendapat SMS balasan maka saudara B
mengirimkan kembali SMS banking untuk pengecekan saldo. Hal tersebut
terus berulang hingga 10 kali. Saudara B yang merasa pulsanya telah
terpatong hingga Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah} dengan hastl yang sia-
sia merasa sanpat dirugikan., Akan fetapi pihak Bank Y hanya
menyampatkan maaf atas kendala teknis dan menerangkan bahwa
peraotongan pulsa adalah otoritas operator seluler.®

3. Pada tanggal 29 Agustug 2008, jarm 12.03. Saudara D melakukan perintaly
transfer SMS Banking Bank X sebesar Rp 1.000.00G. Beberapa detik
setelah pengiriman perintah transfer melalui SMS, nasabah mendapatkan
SMS balasan seperti ini “Mohon tunggu, saat ini transakst Anda sedang
diproses. ek saldo wion mutasi rekening Anda. . ... %, menurut
pemahaman nasabsh pesan tersebut mempunyai konotasi bahwa
permintaannya sedang diantrikan untuk dipreses, dan mungkin dalam
beberapa menit (atau mungkin makgimal 1 jam) akan dieksekusi, lalu bank
akan memberikan konfinmasi lagi. Akan tetapi hingga 6 {enam) han sciak
perintah transaksi, temnyata perintah tersebut tidak pernah dijalankan oleh
sistem SMS Banking X. Akan tetapi dengan adanya kalimat “Cek saldo
atau nudast rekening Anda” maka nasabah merasa dideskreditkan apabila
terjadi masalah dan kebetulan tidak melskukan gek saldo.

4. Sekitar tiga bulan lalu saudara ¥ menjadi nasabah Bank R. Pada tanggal 17
April 2008, saudara F melakukan setoran tunai di Bank B Cabang Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, sebesar Rp 2 juta. Pada hari Sabtu, 3 Mei 2008,
nasabah akan transfer vang melalul ATM ke rekening anaknya di Bank R
juga yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan Purwokerto, Jawa Tengab,
ternyata tidak bisa dilakokan karena dana yang tersisa hanya Rp 43.067.
Pada wanggal 5 Mei 2008 sore saucara I mengecek ke Bank K Cabang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan dianjurkan untuk mengecek ke Bank R

% www konsumen.org. Konsumen Dot Org diakses tanggal |3 Juni 2009
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Cabang Pasar Rebo, Jakania Timur, pada 6 Mei 2008, Ternyata dasa
tersebut sudah didebet lewat SMS Banking Bank R pada anggal 18 Apnil
2608 sebesar Rp 2 jula. Saudara F sudah menjelaskan ke bagian layanan
nasabah, baik di Bank R Cabang Pasar Minggu maupun Bank R Cabang
Pasar Rebo, bahwa saudara F tidak pernah mengakiitkan SMS Banking,
apalagi melakukan transfer lewat fasilitas inl. Namun, petugas layanan
nasabah kedua cabang itu menjelaskan senada bahwa saudara F telah
mengaktifkan SME Banking sejak 17 Februarl 2007. Hal ini tents saja
sangat merugikan konsumen, dimana teknologi vang dipakai tidak dapat
meyakinkan apakah yang mendaftarkan dini di SMY banking it benay-
benar pemilik rekening atau bukan.*'

5. Kasus berikut akan menunjukkan bahwa kesalahan atau permasaiahan
tidak hamya bersuraber pada bank pengelola SMYS banking, tapi masalah
juza muncul dari operator telepon seluier. Bulan  Jalu (Maret-April}
saudarz M dikenakan tagihan dengan nomor fujuan "SMS Banking MT
5600202", adapun tuivan percakapan dicantumikan "BankQrderld", sebesar
Rp. 300 per transaksi. Ajaibnya, jumiah transaksi perhari mencapai
puluban item, schingga menurut rincian tagihan itu ada 401 5MS yang
terjadi selama bulan tagihan Maret April. Setelah dihitung, SMS-8MS itu
terjadi selama 20 hari di bulan Maret-April, artinya sekitar 20 SMS perhari
yg dikirim atau diterima telepon seluler saudara H. Kenyataannys, saudara
H tidak pernah merass mengirimkan dan atau menerima S48 semacam ita.
Ketika saudara H mengkonfirmasikan permasalahan ini ke Cali Cenre-
nya setelah menunggu operator 30 menit jawabannya Cuma hebungi
Komplain centre terdekat. Apabila dilihat dari nomor "SMS Banking MT
5600202", maka nampak seperti transaksi SMS Bunking. Saudars I
memang pengguna SMS Banking Bank P, wpt untuk SMS Banking bank P
ini ada secara jelas difagibkan dan nomor tujuan jelas "3399" dengan
keterangan tujuan percakapan dicanturnkan "SMS Bank P". Kefepatan
penanganan komplain mengenal SMS banking ini pihak perbankan juga

 Kompas, Tidak Mendafiar, Uang Didebet Lesear SMS Banking, tanggal 19 Mei 2609

44

Perlindungan Hukum..., Patar Pandapotan, FH Ul, 2009



sebaiknya mengatur deogan jelas perjaniian yang baku apabila rerjadi
kerugian nasabah yang diskibatken kesalahan sistem dari operator seluler,
sehingga dapat diperjelas batasan-batasan tanggung jawab dan komplain
yang ada dapat diarahkan sehingga tidak merugikan nasabah ®

6. Kasus penyelesaian perselisihan antara nasabah dan bank terkait adanya
pelayanan elekironik banking di lembaga mediasi perbankan adalsh
mengenai  bransaksi  ATM  yang  merugikan  nasabah  hingga
Rp.283.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Hal ini
terjadi ketika Tbu  seorang nasabzh Bank Z melakukan transaksi 478
Non Tunai untuk pendaftaran SMS banking dan membayar tagihan televisi
kabet, Tiga hari berikutnya |, Ibu C datang ke kantor cabang bank Z untuk
meiakukan pencetakan buku tabunganmya. lby C  terkejut ketika
mengetahui bashwa tabungannya telah bilang sebesar Rp. 285.000.000,-
(dus ratus elapan puluh fima juta rupiah). Permasalahan vang terjadi
adalah nasabah dituntot untuk lebih berhati-hati karena di beberapa (tidak
semua) 473 Non Tunal pads saat selesai bertransaksi tidak memerlukan
konfirmasi sclesat bertransaksi. Transaksi yang belum selesal yang
dilekukan oleh Ibhu C tersebut menyebabkan orang lain vang tidak
bertanggungjawab memanfaatkan kelalaian Tou C  untuk menguras
tabunigan lbu C, dicurdgzi orang tersebut sebelumnya telah mengintip PIN
tbu C. Ini yang menyebabkan lbu C kehilangan nangaya sebessr Rp.
285.000.000,-(Dua ratus delapan puluh Hma juta rupish) Atas kerugian
vang dideritanya tbu € melakukan pengaduan ke kantor cabang Bank Z
untuk mesuntut kerugiannys. Oleh karena upaya penyelesaian pengaduan
Ibu C kepada kanfor cabang Bank Z tidak menemui titik temo, Tbu C
mengancam akan menuntut proses penyelsaian sengketa dengan Bank Z
tersebut melsloi pengadilan. Namun pihak Bank Z menanggapi dengan
berusaha menuntun thu C untuk mengajukan penyelesaian sengketa itu
melalui mediast perbankan di Bank Indonesia. Adapun kesepakatan yang
dicapai dari mediasi tersebut adaleh  bahwa Bank Z sepakat uniuk

2 supwww.mail-archive.com, Tagihan Mesterins Telkomsel, diakses wnggal 26 Mei 2000
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memberikan kompensasi atau pembayaraa kepada [bu © atas fabungannya
vang hilang sebesar Rp.225.000.000,-(dua ratus dua pulub lima jum
rupiah), dari tuntutan Ibu C senvuia sebesar Rp285.000.000,~(dus ralus
delapan pufuh lima juta rupiah). , dan kesepakatan tersebul telah
dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini dengan dasar
bahwa keszlshan tersebut buken sepenuhaya kesalahan sistem dari
perbankan akan tetapi ada jugas unsur kelalatan dari Ibu € sehingga Ibu C

juga harus menanggung risiko yang zer}a{ii,@

* Data diperoleh dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia.
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BAB Hi
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM
DI BANK RAKYAT INDONESIA

HL1. Pelaksanaan SMS Banking 4i Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakvat Indonesia (Perserc; Tbk, (vang selanjutnya disebui
sebagat Bank Rakyat [ndonesia), secara resmi berdiri pada tanggal 18 Desember
1895 dalam bentuk organisasi kecil yang mengelola keuangan masjid. Dalam
perkembangannya dalam penyalurkan kredit kecil kemudian dibentuk organisasi
dengan nama De Pogrwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoffder
yang berdiri di Purwokerto, Organisasi milah yang menjadi cikal bakal Bank
Rakyat Indonesia, Sebagai bank BUMN besar di Indonesia, Kepuasan nasabah
merupakan prioritas ulama Bank Rakyat Indonesia yang mengerti kebutuhan dan
gaya hidup.

Dengan jaringan vang terintegrasi dan terbessar di seinruh Indonesia, Bank
Rakyat Indonesia ada di mana pun, sasabah membutuhkannya dan menjadikan
aktivitas perbankan menjadi begitu mudah dan praktis tanpa banyak buang waktu,
Bank Rakyat Indonesia juga wmembuktikan komitenennya pada kepuasan
pelanggan melalul berbagai produk jasa perbankan elektronik terbaik yang akan
nasabalt temukan. Selain itu Bank Rakyat Indonesia juga memiliki jaringan
elekironik yang besar dan luas ¢i Indonesia dengan jaringan kantor cabang yang
terhubung secara online di scluruh Indosesia yang siap siaga melayani kebutuhan
nasabah™.

Bank Rakyat Indonesia juga bekeria samae dengan lebih dari 34.000
merchant di Indonesia. Tak kalah penting, nasabah dapat menikmati layanan
perbankan non tunai dengan cepst, mudah dan efisiensi melalui fasilitas
perbankan elektronikaya vaitu SAMS banking Bank Rakyat Indonesia. S48
hanking merupakan terobosan baru layanan perbankan yang prakiis, tanpa banyak
buang waktu. Dengan layanan SMS banking ini, nasabah eerasa memiliki |

Antomated Telier Machine (ATM) pribadi di ponsel. Diluncurkan pada Desember

= BRI Annual report tatiun 2008 hal &7
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2000, produk SMS banking BRI memiliki berbugal iransaksi perbankan vang
dapat nasabah lakukan mefalui ponsel semudah nasabah beruansakst perbankan di
Automated Teller Machine (ATM)*

SMS banking Bank Rakyat Indonesia banyak diminati karena seialu
memanizatkan teknologi canggih dalam memberikan layanan jasa perbankan
glektronik dan memberikan kermudahan kepada nasabah dalam melakukan
berbagai transaksi perbankan non tunsi. Selain itu Bank Rakyat Indonesia
memberikan layanan iasa perbankan eiektronik wyang praktis, nyamasn, dan
bersahabat bagi nasabahnya untuk mengakses layanan informasi psrbankan serta
muelakulcan transaksi financial atau non tungi melalui telepon selular, Ind semua
semats-mata untuk memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas
perbankan dengan cepat, aman, dan murah dimanapun nasabah berada®®.

Tabel 3.1,
Kapasitas Transaksi dan Jumlab Registrasi SMS Banking BRI
{Desember 2006 - Maret 2009)

Des 2006 | Des 2607 § Des 2008 Jan 2009 Feh 2469 Mar 2049
Fransaksi S5MS 443 {66.6 ribu | 40534 5iba 361,5 ribu 328 ribuo 429 ribu
Banking
Jumish Belymoada { 63,4 ribu 1521 ribu 160,4 ribu 162.8ribu | 17711y
Registrasi SMS | data
Hanking

Suesber @ Divisi Sentra Operasi BRI

Pelaksanaan SMS banking di Bank Rakyat Indonesiz cukup berjalan
dengan lancar dan diterima sangat batk. Hal ind dapat terlihat dari peoingkatan
jumish transaksi penggunaan SMS banking BRI maupun user SMS banking BRI
dari tahun ke tahun, Nasabah yang tercatal mendattarkan lavanan jasa perbankan
elektronik im per Degember 2008 telah berjumlah sekitar 152,1 ribu nasabah,
sekitar 10% dibandingkan total nasabah Bank Rakyat Indonesia dengan 328 ribu
transaksi. Pada akhir Maret 2009, mencapai 177,1 ribu nasabab dan transaksi

% Data diperoleh dari Divisi Consumer Banking BRI,
% Data diperolen dari Divisi Teknologi Sistem Informasi BRI
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sckiiar 50% dibandingkan tahun 2007, dengan jumlah nasabah yang meningkat
scbesar 104.500 nasabah™.

Aplikasi teknologi informasi dalam bisnis perbankan mendapat respon
positif dari para nasabshnya. Terbuktl penerimasn nasabah atas layanan jasa
perbankan ini cukup bagus. Total wansaksi per bulan yang terjadi melalui SMS
banking BRI ini telah melampaui total transaksi yang selama ini terjadi di seluruh
kantor cabang,

Tujuan dan manfaat bagi pare nasabah dengan dikelvarkannya layanan
jasa perbankan berbasis SMS banking di Bank Rakyat Indonesia, untuk
memugahkan nasabah dalam bertransaksi perbenkan. Karena dengan SMS
banking BRI nasabah bisa bertransaksi perbankan kapan saja dan di mana saja 74
jam schard dan 7 hari seminggu langsung dari ponsel nasabah. Keuntungan lain
vang didapat dari nasabah gebagai pengguna SMS banking di Bank Rakyat
Indonesia, yaite nasabah dapat melakukan berbagal transaksi perbankan dimana
saja dan kapan saja, seperti cek saldo, cek mutasi transaksi uang ke rekening Bank
Rakvat Indonesia, pembayaran berbagal macam tagihan dan sebagainya.

Keistimewaan dari layanan jasa perbankan melalui SMS banking Bank
Rakyat Indonesia bisa dijangkau oleh banyak nasabah, karema mayoritas nasabah
Bank Rakyat Indonesia kini memiliki Aondphone. Dan npasabah mudab
bertransaksi melalul SMS bonking Bank Rakyat Indonesia karena menggusakan
sarang Short Message Service (SMS} vang sudah sangat dikenal.

Sclagat fransaclions banking, artinya transeksi-transaksi antarbank dan
antara bank dengan pam nasabahnya dilaksanakan seeara elektronik, ragam
macam pembayaran memang Imemegang peranan yang sangat penting dan utama
bagi Bank Rakyat Indonesia. Apalagl mereka memiliki jaringan kantor 5437 unit
kantor di selwruh Indonesia.

% Data dari Divisi Sentra Operasi BRI
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Tabel 3,2,
Jumiazh Kastor BRI Tahun 2668

Unit Kerja Jumiah
Kantor Pusat i
Rantor Wilayah 14
Kantor Inspeksi 12
Kantor Cabang Domestik 372
Kantor Cabang Khusus |
Kantor Cabang Perwakilan Luar Negeri | 3
Kantor Cabang Pembaniu 337
Kantor Kasg 179
BRI Unit 4417
Pos Pelayanan Desa 76
Kantor Cabang Syariah a7
Kantor cabang Pembantu Syariah 18
TOTAL 5487

Sumber : BRI Annuat Repost 2008

SMS banking menjadi sangat efektif dan praktis bukan bagi nagabah, tetapi
juga bagi cfisiensi operasional usaba. Sekedar contoh, transakst lewat SMS
banking jauh lebth menguntungkan Bank Rakyat Indonssia. Bayangkan, setiap
transaksi dengan tatap muka menelan bigva USS 1, sementara lewat SMS banking
hanya US$ 0,1-0,2. Jadi dengan layaran jasa perbankan melalul SMS banking ind
akan memangkas biava operasional per transakst bila dibandingkan dengan
layanan di cownter oleh cabang. Namun jika dibandingkan dengan investast
lainnya, seperti Kantor cabang maupun Awiomated Teller Machine (ATM),
ivestasi layanan SMS banking Bank Rakyat Indonesia ind tergolong relatif kecil.
Memang benar, datam memanfaatkan teknologi informasi, Bank Rakyat Indonesia
bukaniah pionir. Tetapi jarang mereka menjadi vang terbelakang dalam
menawarkan ragam produk atsu  layanan berbasis teknologi. Namun,
implementas: teknologt informast yang mereka terapken bukan sekadar gagah-

gagahan, melainkan untuk menjawab kebutuhan nasabahaya. Karena layanan SMS
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banking Bank Rakyat Indonesia i tdak ferlaly difokuskan untek mencan

keuntunigan mau fee based income (FBI) saat menggunakan fastiitas SMS banking

ini, namun lebih kepada pemberian service bagl nasabah serta penghematan biaya

operasional perbankan (%73%) dan memantapkan langkab dalam membangun

dominasinya dalam dunia pembayaran.

Transaksi vang dapat dilakukan melalui SMY banking BRI adalah sebagai

berikut®;

I, SMSinfo Informasi Saldo

2. SMSTransfer Transfer antar rekening Bank Rakyat Indonesia,

3. SMSPayment Pembayaran berbagat macam tagihan kartu kredit, telepon,
asuransi, zakat & infaq, dil.

4. SMSPrepaid Isi ulang pulsa (Simpati, Mentari, XL & IM3).

SMEAdmin Aktivasi, Ganti PIN.

W

Operator yang sudah bekerjasama dalam layanan SMS bamking Bank
Rakyat Indonesia ini adalak®:
1. PT. Exceleomindo Pratama, Thk untuk pemegang kartu Xplor dan bebas.
2. PT. Indosat, Thk untuk pernegang Kariu Mentari dan Matnix,
3. PT. Telekomunikasi Selular untuk pemegang kartu HALO dan simPATI.
4. PT Mobile® Telecom Thk untuk pemegang kartu Fren
5. PT Bakrie Telecom untuk pemegang kartu Esia

Setiap transaksi yang dilakukan melalol SALS banking, Bank Rakyat
Indonesia tidak mengenakan bisya tambahan kepadz nasabah. Nasabah hanya
dikenakan biaya SMS (Skort Sending Message) sebesar biaya pengiriman SMS
tiap operator. Dan untuk SMS balasan konfirmasi dari operator maka dikenakan
biaya sebesar Rp. 500,- {lima ratus rupiah)} dari semua operator kecuall Fren yang
hanya mengenakan biaya sebesar Rp 100,00 {seratus rupiah). Sedangkan, Syara
menggunakan SMS  banking Bank Rakyat indonesia {(SMS banking BRI) ini

adalah ™

® ntteifwww, bricn i fasal ayanan/laxaBanl/Ebanking/SMSBanking BRI /Aahid/230 /Defaui.
aspx, 2009, tangeal akses 2 Mei 2609,
5 Data dari Divisi Dana dan Jasa BR],

b hop: A www brice idflasal avanan/fasaBankiEbanking/SMSBanking  BRIAabid/230/
BDefaulLaspx, ® SM8 Banking PT. Bank Rabeyat Indonesia Thk | tanpgpal akses 1 Aprii 2009,
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1. Memiliki BR] Card,

2. Telah melakukan registrasi i ATM BRI dan Kantor BRI Online terdekat

3. Telah memiliki FIN SMS Banking BRI sejumlah é digit yang didafiarkan
melalui ATM BRI

4. Menggunakan nomor gkses 3300  untuk  seluruh  operawor,  baik
GSM Telkomsel, Indosat & Excelcomindo, serta COMA . Fren & Esia.

Untuk limit transfer vang dapat dilakukan meialui SMS banking Bank
Rakyat Indonesia merupakan satu kesatuan dengan limit transaksi transfer melalui
ATM (Auromated Teller Machiney Bank Rakyat Indonesia sebesar maksimum’:
1. Rp 1 juta per hari, untuk kartu ATM Silver
2. Rp 10 juta per hari, untuk karta ATM Gold.

3. Rp 20 juta per hari, untuk kartu Platinum

Untuk pengakhiran 8MS banking BRI nasabah dapat mengikuti ketentuan
sebagai berikut™:
I,  SMS banking BRI akan berakhir jika nasabah mengajukan permchonan
pengakhiran layanan SMS banking BRI kepada Bank Rakyat Indonesia.
2. Masabah menutup semua rekening vang terhubung dengan kartu ATM

(Aumtomated Teller Maching) Bank Rakyat Indonesia,

Induste perbankan sangat memertukan adanya kemampuan untuk memberikan
jasa {service] yang cepat dan tepat kepada nesabah. Dari sekian banyak
perkembangan teknologl yang terjadi, Bank Rakyal Indonesia melihat bahwa
ponsel merupakan salah satu sarana perkembangan teknologi yang sangat pesat
dan cukep berkembang, bakk teknologinya maupun jumighnya, dan
penyebarannya meluas hampir seluruh kalangan masyarakat.

SMS barking sesual pemapsran di atas secara jelas merupakan suatu
layanan bank yang memudahkan nasabah untuk melskukan transaksi perbankan
hanys dengan menggunakan perangkat seluler mereka dan merupakan bisnis yang
dapat menghemat biaya operasional perbankan. Transaksi SAMS banking tersebut
mudah dilakukan melalui SMS yang dikirimkan secarg langsung ke nomor tujuan

bank, atau dapat jugs terimplementasi dalam SIM card telepon seluler nasabah.

" Diata daci Divisi Dana dan fasa BRI
2 Data dari Divisi [ana dan Jasa BRI
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Aplikasi yang terianam pada SIM cord elepon seiuler menyimpan beberapa
informast mengenal transaksi yvang bisa dilakukan dengan menggunakan tarit
SMSE. Adapun layanan vang disediakan oleh bank untuk dapat melskukan
transaksi melalul SALS juga bervariasi, diantaranya ialah cek saldo, cek kurs vaiuta
asing, cck tiga transaksi terakhir, cek tagihan mitra, pembayaran tagihen mitra,
pembayaran kartu kredit, dan tansfer antar cekening. Layanao SMS-Banking

menjanjikan mobilitas yang tinggi, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Y112, Perlindungan Hukwm Yang Diterapkan olch Hank Rakyaf Indonesia
Terhadap Nagabah Pengguna Jasa Perbankan SMS Banking

Penggunaan barvaknya alat elektronik sebagai media dalam suatu transfer
uang, termyata jauh lebih rentan terhadap, keterlambatan atau 2rror dibandingkan
dengan transfer uang menggunakan warkat (paper based). Dalam kenyatasannya,
berbagai kesalahan dapat saja terjadi dalam hubungan dengan transfer uang secara,
elektronik melalul SMS banking ini.

Kesalahan dalam hubungan dengan transfer dana secara elektronik sering
terjadi dalam hal-hal berikut™;

1. Kesalzhan dalam penggunaan ponsel.

2. Belum adanya ketentuan khusus mengenal pengiriman messages, sehingga
kerap kali menimbulkan kesalahan-kesalahan.

3. Pesan-pesan yang telah dilakukan recreasi kembali.

Untuk mengamankan terhadap tindakan-tindakan vang mengakibatkan
terjadinya kesalahan dalam penggunaan sistem transfer uang via bank, tersedia
beberapa upaya pengamanan. Harapannya adalah agar terwujudnyz suatu sistem
transfer yang bebas dari kesalahan (error free electronic funds transfer) atau
sistem transfer yang lebih aman dan efisien.

Perlindungan hukum yang akan diterapkan oleh Bank Rakyat Indonesia
vang menyediakan layanan jasa perbankan pertama kali menggunakan slekironik
berbasis SAS banking terhadap para nasabahnya, yaitu Bank Rakyat Indonesia
hanya akan memberikan perlindungan secara hukum bagi para nasabshnya yakni,

™ Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Dandung, PT,
Clira Aditya Bakii, 2003, him.370.
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Bank Rakyat indonesia skan memberikan gant rugi sepanjang dapat dibukiikan
bahwa Kkerugian nasabah tersebut ditimbulkan karena adanys kesalabhan pads
sistern vang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Jadi, Bank Rakyat Indonesia
akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa vang dihasilkan.

Masabah dalam hal ini juga skan membebaskan Bank Rakvat {ndonesta
dari segala tuntutan hukum apa pun, dalam hal Bank Rakyat Indonesia tidak dapat
mejaksanakan instruksi dari nasabah baik sebagian maupun seluruhnya karena
kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atay kemampuan Bank
Rakyat Indonesia seperti pada bencana alam, perang, huru-hara™,

Bank Rakyat Indonesia juga askan mepsrima dan menjslankan sctiap
instruksi dari nasabah sebagai instruksi vang sah secara hukum berdasarkan
penggunaan nomor kandphone dan PIN (Personal fdentification Number) SMS
banking Pank Rakyat Indonesia, dan oleh karena ity instruksi tersebut sah secara
hukum mengikat nagabah dengan sebagaimana mestinya, kecuali nasabah dapat
membuktikan sebaliknya.

Nasabah wajib dan bertanggungjawab uniuk memasiikan ketepatan dan
kelengkapan  instruksi  transaksi. Bank Rakyat Indomesia  tidak  akan
bertanggungjawab  terhadap scgala akibat apa pun yarg timbul  karena
keiiéakienékapan, ketidakjelasan data, atau ketidaltepatan instruksi dari nasabah
dan Bank Rakyat Indonesia berhak untuk fidak melaksanakan instruks: dard
nasabah, jika saldo nasabah di Bank Rakyat Indonesia tidak mencukupi. Jadi,
piliak yang menggonakan fasilitas SMS banking Bank Rakyat Indonesia tundok
pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada Bank
Rakyat Indonesia serta syaral-sysrat dan ketentuan-ketentuzn yang mengatur
semua jasa atau fagilitas dan transaksi yang dicakup oleh kartu ATM (Awomated
Teller Machine) Bank Rakyat Indonesia, termasuk setiap perubahan yang akan
diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank Rakyat Indonesis dalam bentuk dan

melalyi sarana apa pun’,

™ Hasil wawancara dengsn Yanz Supriaman , Kepsla Bagien Pongembangan Divist Hukum BRI
iangpal 28 Aprii 2609,
™ Data diperoteh dari Divisi dana dan Jasa BRI
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Beberapa langkah pengamanan transfer tersebut antara lain adalah sebagai
berikut’®:

1. Usaha dari bank yang bersangkuian.

2. Keterlibalan pthak nasabah pengirim transfer.

Namun, hka ada pengitiman laporan peckembangan rekening secard
periodikal, ada keharusan bagi nasabab untuk meneliti dengan saksama isi laporan
tersebut, dan ada kewajiban bagi nasabah untuk melaporkan ketimpangan yang
teriadi dalam transfer dana tersebut,

Untuk menjawab pertanyaan, terdapat berbagai tcorl dalam ihmu hukum
perbankan, yaitu sebagai berikut’:

1. Teori yang menyatakan bahwa ada kewajiban bagi nasabah untuk memeriksa
adanya ketimpangan dalam rekeningnya dan wajib memberitahukan kepada
bank tentang ketimpangan tersebut dalam suatu waktu yang dianggap pantas.
Jika tidak diberitabukan, maka statement of account tersebut sudah disngpap

penar,

2. Jka pihak nasabah tidak memeriksa siatement of accownt yang dikirim
kepadanya secara periodikal, maka dia ikut memberikan contributory
neglience terhadap kesatahan tersebut.

Ada beberapa teon hukom uniuk menentukan siapakah yang a2kan
bertanggung jawab secara hukum ilerhadap kesalahan dalam transfer uang
menggunakan sistem elekironik, yaitu sebagai berikut:

I. Dalam melaksanakan transsksi trangfer vang, termasuk memilih alat kidm
yang cocek, selaku lembaga bisnis, bank memiliki kewajiban untuk berhati-
hati {reasonable care). Jika dis secara hukum disnggap lengah, maka bank
tersebut harus bertanggung jawab.

2. Dimungkinkan diberikan pembebasan tanggung jawab (disclaimer) kepada
bank jika terjadi kesalahan dan hal mana harus ditentukan secara tegas dan
jelas dalam suatu kontrak yang tertulis.

Transfer vang via bank, baik untuk kepentingan nasabah sebagai pengguns

layanan jasa perbankan elektronik int maupun untok kepentingan bank ltu sendini,

* Munir F vady, “Pengamar Hukum Bisniy Menata Bisniy Modera di Era Gleba!™, Bandung, PT.
Citra Aditya Baktl, 2003, him, 370,
7 Ybid, Mm. 371
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harus wmempunyai alas hukum dan dasar hukum dalam sistemn perundang-
undangan [ndonesia. Ketentuan di hidang perbankan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 testang perubshan atas Undang-Undang Nomaor 7 tehun
1992 tentanyg Perbankan, menyatakan bahwa: transfer vang merupakan salah satu
kegiatan dari suatu bank, Kemudian, ketentuan tersebut mendapat penjabarannya

dalam berbagai perundang-undangan lainnya di bidang perbankan.

IE.3. Sistem Keamanan Yang Diterapkan oleh Bank Rakyat Iadonesia
Dalam Menjamin Keamanan Teansaksi SMS  Banking Bagi Para

Nasakahnya

Jauh sebelum layznan SMS bonking digulitkan, beberapz bank
penvelenggara SMS banking tersebut sudah menggulirkan layanan perbankan
melalul jaringan mtemet, yang lebih dikenal dengan internet banking. Namus, isu
keamanan jaringan internet membuat paea nasabah bank penyelenggara internet
banking menjadi regu untuk memanfaatkan secara total layanan itu. Padahal
layanan perbankan non fisik itu menjanjikac banyak kenyamanan., Keraguan
nasabah untuk menikmati layanan perbankan non-fisik terssbut sepertinys mulai
terjawab oleh kehadiran berbagai layanan SARS banking. Asumsinya, jaringan
SMS barking jauh lebih aman dibandingkan dengan jaringan internet banking,

Pakar Multimedia Roy Surys mengakui S44% bonking jauh Jebih aman
dibandingkan dengan internet banking, Fakior yang mempengarvhinya tentu saja
karena sifat layanan yang lebil privasi, karena SMS banting menpgunskan
telepon seluler pribadi sehingga lelih personal. Jaminan keamanan vang diberikan
juga berganda, yaitu dari operator yang menyediakan infrastruktur jaringan seria
dari jaringan sistem perbankan itu sendin.

SMS banking merupakan salah satu faringan komunikasi elektronik dalam
melakokan transaksi perbankan melalui telepon selular yang bersifat global dan
sangat terbuka. Proses ilegal dalam mengakses informasi sangat mungkin ferjadi
dalam penggonaan SMS . Hal itu telah menciptakan masaiah-masalah baru bagt
tugas penyelidikan dan penuntutan oleh para penegak hukum terhadap kejghatan

tersebut. Konsekuensinya, SMS memerlukan adanys perlindungan hukum yang
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keat dan tegas terhadap upaya-upaya vang dilakukan oleh pihak-pihak vang tidak
berlanggung jawab.

Perlindungan nasabah pada (ransaksi-transaksi perbankan beraneka ragam
dan pelayanan yang berbasis icknologi seperti SAMS banking ini pada
kenyataannya sangat rentan akan kejrhatan, kurang terjaminnyz keamanan seria
perlindungan hukwm belum memadai terhadap transaksi yang dilakukan oleh
pihak bank bag nasabahnya,yang menyebabkan pasabahnya selalu berada dalam
posisi yang femah. Penerapan teknologi dalam kegiatan perbankan, bukan berarti
menghilangkan kemungkinan berberapa masalah vang akan terjadi di kemudian
hari, namun pada kenyatsannya, masalah tersebut muncul sesuai dengan
kecanggihan teknologi itu sendiri yaitu kesulitan seperti yang telah dijabarkan di
atas haltwa penggunaan zial bukti elektronik record di pengadilan, kekuatan
hukum alat bukti tanda tangan elektromik, serta penstapan tempat pembuatan
perjaniian.

Selain itu sistem keamanan dalam transaksi perbankan secars elektronis
sangat dibutubkan untuk mengurangl kerugian-kerugian yang dapat terjadi dalam
pelaksanasn SMS banking |, foktor keamanan membutubkan partisipasi dan kedua
belah pihak, yaitu nasabah dan baok sehingga dapat dicapal suatu kerjasama yang
diharapkan.

Sistem keamanan terhadap SALS banking ysng digunakan oleh Bank
Rakyat Indowesia guna memberikan perlindungan, percaya dan rasa aman
terhadap nasabahnya yang menggunakan layanan jasa perbankan berbasis SMS
banking Bausk Rakyat Indonesia ini, yakni menggunekan sistem pengamanan
berlapis, yaitu berupa setiap transaksi perbankan vang sedang berlangsung harus
menggunakan PIN (Personad ldentification Numbery SMS banking Bank Rakyat
Indonesia, dimana PIN SMS baniing BRI ftersebut akan dipilih sexdiri oleh
nasabah saat melakukan pesdaftaran di ATM (dutomated Teller Maching),
Kemudian, setiap transaksi perbankan yang dikirim dari atau ke hgndphong akan
diacak (diencripry agar transsksi yang nasabah lakekan terjamin keamanannya,
dengan menggunakan sistem 3Dey Encription, schingga data yang dikirimkan dari
atau ke telepon selular tidak aken bisa dibuka oleh pihak lain sampai data itu

diterima cleh Bank Rakyat Indonesia, dan begitu pun sebalikaya, Hal ini untuk
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menghindari kemungkinan-kemungkinan pemalsuan transaksi perbankan, Jadi.
nasabah tidak perlu ragu lagt akan keamanan bertransaksi melalnl SMS &anking
Bank Rakyat Indonesia, scbab SALS 2anking Bank Rakyar Indonesia dilenpkam
dengan sistem proteksi yang maksimal. Transaksi yang berhasil vang dilakukan
oleh Bank Rakyat Indonesia, nagabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa
nomor referensi vang akan tersimpan di dalam inbox, scbagal bulkti transaksi
terscbut telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia’®.

Selanjutnya, Untuk dapat melakukan transaksi SMSTransfer dan
SMSPrepaid, nasabah diminta untuk mengunjungi cabang Bank Rakyat Indonesia
terdekat, guna untuk melakukan aktivasi finansial. Hal tersebut dimaksudkan,
untuk lebih menjamin keamanen transaksi perbankan elektronik yang akan
dilakukan melalui SMS banking Bank Rakyat Indonesiz nantinya’

Pengertian enkripsi (encryprion) data itu sendini adalah suatu proses vang
mengubah informasi ke dalem bentuk simbol-simbol dan karskter tertentu
menjadi  tidak dapat dipshami  (umintelligible) bapi pembaca vang tidak
berwenang, Dalam Oxford ddvanced Learner’'s Dictionary, crytography diberi
artic “the art of writing or solving codes”, yaitn seni untuk menulis dan
memecahkan sandi®. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindad dan
mencegah berbagai kemungkinan usahs darl pihak-pihak yang tidak berwenang
serta wntuk melihat serta memanfaatkan dats transaksi elekironis sclama
dilakukas fransmisi ataupun penyimpanan. Teknik enkripsi data ini lazim sering
digupakan antara lain untuk transfer dana menggunakan clekironik melalul svatu
sistem jaringan, pembuatan PIN {(Personul Identification Numbery dan untuk
penyimpanan password.

Untuk memberikan rasa aman bagi nasabahnya dan mencegah hal-hal
yang tidak diinginkan, terdapat 2 {(dua) cara pengamanan penggupean fasilitas
SMS  banking yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesis, vaitu sebagai
berikur*!:

™ [ata diperoleh dari Divisi Dana dan Jasa BRI

" Data diperoleh dari Divisi dana dan Jasa BRI

¥ Setan Remy Sjahdeini, “Sistem Pengamanan E-Comumerce”, furnal Hukum Gloria Furis,
Faksuites Hukum Unika Awaa faya, Vol. 18, No. 7. hdm, 8,

™ Data diperoleh dact dari Divisi Dana dan Jasa BRL
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L. Baginasabaii.

Usntak mencegab adanya akses mformas dan pencuran informasi oleh
crang vang tidek berwenang, para nasabah Bank Rakyat Indonesia diberikan PIN
{Personal Fdentification Number), yata suaty jajaran digit unik  yang
mengidentifikasikan penggunaan jasa sebagai nomor identifikasi pribadi untuk
masuk  kedalam  sistem. Beberapa teknik koatrol  dalam  penerbitan dan
pengamanan PIN adalah:

a. Informasi PIN (Personal ldentification Number}, agar disimpan setelah
dilakukan enkripsi;

b. Penvimpanan dan pengoperasian PIN {(Personal Ideniification Number),
dilaksanakan dengan pengawasan ketat oleh pejabat senior yang
berwenang dengan melibatkan zudit intern bank;

¢. Informasi PIN (Personal Hentification Number), tidak boleh tercantum
secara nyata dan perlu diamankan denpan menggunakan PIN maifer;

d. Pembuatan dan pengiriman PIN, seyogyanya terpisah dari kartu magnetik;

¢. Sistem perlu diupayakan dapat mencegah akses maupun penampilan
informasi PIN.

MNasabah Bank Rakyat Indongsia, sebagai pengguna layanan perbankan
SMS  banking ini juga harus berhati-hati dalam menjaga penggunaan PIN
miliknya agar tidak diketahui oleh orang lain dengan cara®*:

1. PIN harus dirmasukkan sendiri oleh sl pemegang nomor PIN tersebut,

2. Memasukkan nomor PIN harus terlindung darl penglihatan orang lain;

3. Jika nasabah lupa somor PIN, sasabah harus membuat nomor PIN yang
baru;

4. Nasabah hars membiagakan dirl untuk mengganti nomor PIN secara
berkala.

2. Bagi bank

Hingga saat ini, peraturan baku yang mengatur tentang cara pengamanan
penggunaan fasilitas SMS banking pada khususnya maupun elecironic banking
pada umumnya berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

® Data diperoleh dari Divisi Dana dan Jasa BRI
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Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengamanan fasilitas ini, diserabkan pada
kebijaksanaan masing-masing bank, telapi Bank Indonesia melalui Surat Edaran
Bank Indopesia, SEB] Nomor 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1998 tentang
Penggunaan Teknolog: Sistem Informasi oleh Bank membuat suatu panduan
pengaranan yang minimum harus dilaksanakan cleh bank vang menggunskan
fasilitas electronic banking vang didalamuya termasuk untuk SMS banking.

Disamping sistem pengamanan terhadap komunikasi elekironik berjalan
dengan baik, namun juga harus dapat memberikan perlindungsn bagi nasahah
sebagai pengguna elekironik ini, terhadap hal-hal sebagai berikut®:

i. Pengubahan, penambahan, atau perusakan oleh pihak yang tidak
bertanggung jawsb terhadap data dan informasi, baik selama dalam
penyimpanan maupun selama proses transmisi oleh pengirim kepada
penerima, dan

2. Perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memperoleh
informasi yang dirahasiakan, batk secarz langsung dari penylmpanannya
maupun ketika ditransmigikan oleh pengirim kepada penerima,
Berhubungan dengan itu, sistem pengamanan komunikasi elekironik harus

mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengaman yang berkaitan dengan aspek-
aspek®:
1. Confidentiziity,
Menvangkut, kerahasizan dats dan / atau informasi, dan perlindengan
informasi tersebut terhadap pthak yvang tidak berwenang,
2. Integrify;

Menyangkut, perlindungan data erhadap usaha memodifikasi data itu oleh

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan atau

selama data itu dikirimkan kepada pihak lain. Sistem pengamanan harus
mampu memastikan bahwa pada wakiu diterima oleh penerima, informasi

tersebut harus disimpan atau dikirimkan,

¥ Sutan Remy Siahdeini, “Sistom Pengamanan E-Commerce”, Jumal Hukum Bisnis, Op, Cit,
Alm. 9.
H Lo, i
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3. Awkhorization.
Menyangkut, pengawasan tethadap akses kepada informasi tertentu
Transaksi-transaksi tertentu mungkin hanya dapat diakses oleh pihak-pihak
tertentu saja. sedangkan transaksi-fransaksi yang lain tdak. Awhorization.
dimaksudkan untuk membatasi perbuatan oleh pihek-pihak yang tidak
berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan
informast itu,

4, Avaitability,
Menyangkut, informasi yang disimpan atau ditransmisikan melalui jaringan
komunikasi harus dapat tersedia sewaktu-waktu apabila diperinkan. Sistem
perlindungan itu harus dapat mencegah timbulnya sehab-sebab yang dapat
menghalangi tersedianya informasi yang diperiukan itu.

3. Authesiicity
Menyangkut kemampuan seseorang unfuk membuktikan identitas pemilik
informast tersebut yang sesungguhnya. Semua pihak yang t&rﬁibat dalam suatu
transaksi harus merasa aman dan pasti bahwa komunikasi yang terjadi melatui
jaringan di antara pihak-pihak itu adalah benar, yaitu benar bahwa para pihak
berhubungan dengan pihak-pihak vang sesungguhnya diinginkan dan benar
mengenat informasi yang dipertukarkan di antara mereka.,

6. Nom-repudiation of Origion,
Menyangkut perlindungan terhadap suatu pihak‘ vang terlibat dalam suato
transaksi atau kegiatan komuntkasi vang i belakang harel pihak tersebut
menyanggah bahwa transaksi atau kegiatan tersebut benar {elah terjadi. Sistem
Non-repudiction of Origion hatus dapal membuakiikan kepada pihak ketiga
yang independen mengenai ogiginalitas dan mengenai pengiriman data yang
dipersoalkan itu.

7. Auditability, _
Menyangket, data tersebut harus dicatat sedemikian rupa bahywa terhadap data
itu semua syaral-syarat confidentiglity dan infegrity yang diperiukan telah
terpenult, yaitu bahwa pengiriman data tersebut telah dienkripsi (encrypred)
oleh pengirimnya dan telah didekripsi {decrypled) oleh penerimanya

sebagaimana mestinya.
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BAB V¥
PEMBUKTIAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP
PELAKSANAAN SMS BANKING

TV.1 Pembuktian Transaksi Elektronik.

Sebelum ada Undang Undang Neo. {1 tahun 2008 tentang Informast dan
Transakst Elektronik, analisis tenteng dasar pemikiran informasi elektronik
sebagai alat bukii dalam pembuktian Kkeperdataan dan keabsshan eleciranic
signoture menunjuklkan suatu gambaran yang rumit dan holistik. Hal demikian
terjadi karena dalam perdapangan dengan menggunekan electromic commerce
mempunyai sifar virtual sehingga sistem jaringan tersebut tidak mengenal batas
daerah atau negara dan tanpa kertas serta giobal. Di sisi lain, hukum pembuktian
keperdataan di Indonesia memberikan pembatasan terhadap alat-alat bukti yaitu
bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di muka hakim.

Data elekironis sebagai alet bukti hingga saat ini dalam prakisk pengadilan
di Indonesiz masih dipertanyakan wvaliditasnya dan belum biasa digunakan. Di
beberapa negara, data elekironis seperti e-maif sudah menjadi pertimbangarn bagi
hakim dalam memutus svate perkara (perdata maupun pidana), dan masalah ini
menjadi isu menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet).
Pada beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, Singapore t¢lah
menmiliki peraturan yang member pengakuan tethadap data elektronis sebagai alat
bukti sah di pengadilan, misalkan di China salah satu pasal Comtract Law of the
Pecple’s Republic of China 1999, menyebutkan bahwa, buldi tulisan yang diakui
sebagai alat bukti dalam pelaksanaan pecjanjian antara lain surat & data teks
dalam berbagai bentuk, seperti telegram, teleks, faksimili, & e-mafl. Dalam
prakiek bisnis, keberadaan dokumen elektronis menjadi konsckuensi dengan
perkembangan teknologi. AS mengakui dokumen elektronik yang dihasilkan
dalam praktek bisnis. Sejak Japuari 2001, Divisi Tindak Pidana Komputer dan
Hak Milik Intelektual Departemen Kehakiman Amerika telah membuat kebijakan
khusus yang berkaitan dengan pengakuan dokumen elekironik gehagai alat bukts
sah di pengadilan. Ada sustu ketepasan, jika suate prakiek bisnis yang

menggunakan perangkat komputer atau internet, fidak ada satu alasan untuk
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menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupan peagertian ini begitu luas hinggs
meliputl persewjuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk. Termasuk
Undang-Undang, opini & hasil analisa vang dihasilkan pads wakiu transaksi
dibuat alau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi dengan menggunakan
icom;:}utf:r‘33

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ind merupakan suatu
langkah besar dalam pembuktian dimana pada awalnya alat bukti utama dalam
hukum pembuktian keperdataan adalah bukti tertulis. Bagi perdagangan melalui
electronic commerce buktl teriulis menjadi masalah akival karena elecironic
commaerce mengpungkan zlst {a fool) yaitu informasi elektronik dan electrenic
signaiure. Oleh karena itu maka masalah pembuktifan perdata di Indonesia
dilakukan dengan dasar hukurn yang mengakomodasi informasi elektronik dan
glectronic signaturs, Nampak bahwa melalul analisis pasal-pasal alat bukti tertulis
yang digunakan usiuk menjadi dasar keabsahan informasi elekironik dan
electronic signature tidakizh mudah karena terdapat multi tafsic. Maka saw-
satunya cara yanyg dilakukan adalah melalul penemuan hukum (rechtsvinding) atas
bukti tertulis it dengan pendekatan stature, comparative, filosofis®™.

Tanda tangan ¢lektronik ateu glecironic signature adalah data dalam bentuk
elektronis yang tercantum atau secara logis terasosiasi didalam berita elektronis
dan digunakan untuk mengidentifikasikan tanda tangan dan si penginm dan
mengindikasikan persetujuan pengirim terhadap informasi-informasi yang tenmuat
didalam berita tersebut. Electronic Sigmature tersebut dapat berupa password
Personal Identification Number (PIN), kode-kode iest key, kode-kode yang
berasal dari roken, digital id, dan sejenisnya’ .

Kerangka hukum (legal framework) dalam rangka mengantisipasi
perkembangan electronic commerce global serta komunikasi elektronik global

semakin aktual dalam sbad ini karena berkaitan dengan otentisitas, irdegritas,

¥ Robaga Gautama Simanjumiak, Hukum Fefematika, Semarang : Universitas Wivaswasta
Indonesia, 2003 hal, |

¥ Raharjo, [gnasiug Sumarsone. “fformasi Blektronik Pade Electronic Commarce Dalam Hukum
Pembuktian Perdata”™, Pases Sarjana Universitas Alrlangpa, Sursbays: 2007 hall

¥ Sundari 8. Arie, “Pengaruh Perkembungan Telematika Dalam Transaksi Bizais Perbanken”,
Makalah disampaikan pada Semiesr tenting Pengaruh Perkembangsn Telomatika Terhadap
Pembangunan Hukum dan Perawran Perundang-undangan, fakera, Badan Pembinaan Hukum
Masional, 2003, h.}.
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reliabiliias, kerahasiaan seria originalitas sualu informasi clekwonik dan efecrronic
signature, Kerangka hukum yang difasiiftasi pemerintzh menjadi penting untu§
penyelesatan massiah vurisdikst dan piliban hukum karena bagaimanapun juga
batas—batas svatu negara masih tetap aktual dan sulit dihapus hanya karens
perkembangan cyberspace dan sekarang perlu dikembangkan bentuk pengadilen
siber (Cyber Court) seperti penpembangan lembaga Uniform Domain Neme
Dispute Resolution Policy (UDRPY® dengan berbagat variasi kepentingan untuk
mengantisipasi kegiatan cyberspace yang perkembangannya sulit diramalkan di
masa depan®®.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informesi dan Transaksi
Elektronik vang disahkan setelah melalui Rapat Paripurna DPR R pada Selasa,
25 Maret 2008 mempunyai esensi perjalanan perangkat hukum yang saosgat
penting bagi kepastian hukum di dunia maya ind.

Adapun rancangan mengenat Updang-Undang Informasi dan Transaksi
Elekironik ini sehenarnya sudah dimulai sejak tahun 2003, 6 tahun vang lalu. Pads
awalnya, Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mulal
dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) dengan nama Rancangan Undang Undang Informiasi Elektronik dan
Transaksi Elektronik (RUU-IETE). Semula Rancangan Undang Undang ini
dinamakan Rancangan Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi
Elektromik (RUU IKTE) vang disusun oleh Ditien Pos dan Telekomunikasi -
Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan  Perdagangan,

bekerja sama dengan Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjadiaran (Unpad)

® The Uniform Demain Name Dispuie Resolution Polfcy is the grandfather of domain neme
dispuie polivies, having been opproved by [CANN back in Qcitober 1989 I governs arbitration
procesdings invelving the most hnportant gTLDs, including disputes abowt com, .net, oryg, biz
and info domains. In addition, some ccTLDs regisiries have voluntarily adopled the UDRP. The
HDRP was promulgated by ICANN: however, ICANN is not responsible for providing dispue
resolution facflities. There are presemdy four providers accredited fro g¥LD dispres: WiP0O
Arbitration and Mediation Cenfar, the National Arbitration Forum, the CPR Institute for Dispute
Resolution, and the Asian Domein Name Bispute Resolution Center. WIPG and NAF handle the
vast mafority of the cases. WIPO was the first UDRP aceredited provider. and began providing a
domain name arbitration service in 1999, Sine then has processed more than 22,000 cases. NAF
&5 bused in che US, and many of the compleingnts who use Hs services arg based in North America.
it dzals with ondy stightly fewver coses than WIPQ.

® Op.cit. hat
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dan Tim Asistensi dari ITB, serta Lembaga Kajlan Hukum dan Teknologi
Universitas [ndonesia (U™

Kemudian pada tanggal 5 September 2005, Presiden Susifo Bambang
Yudhovono melalui supst No. R./70/Pres/9/2005 menyampaikan naskeh RUU ITE
secara resmi kepada DPR RI Selanjutnya DDPR merespon surat Presiden fersebut
dengan membentuk Panitia Khusus {Pansusj Rancangan Undang Undang
Informasi dan Transaksi Elekironik yang beranggotakan 350 orang dart 10
{sepuluh) Fraksi di DPRRI"L

Pemerintah melalsi Departemen Komunikasi dan Informatika membentuk
“Tim Antar Departemen Dalam rangka Pembahasan RULS ITE Antarz Pemerintah
dan DPR RI" dengan Keputusan Mented Komunikasi dan Informatika No.
SYKEPAM K OMINFO/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang kemudian
disempurnakan dengan Keputusan Menteri Noo [0/KEP/M Kominfo/01/2007
tanggal 23 Janwari 2007 dengan Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika,
Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretans Negara, dan Sekretaris Jenderal
Depkominfo, dan melibatkan Departemen Hukum dan HAM, Departemen
Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Bank Indonesia, Bank BUMN, Operator
Telekomunikasi dan Akademisi serta Praktisi TIK.

Undang-ondang ini merupakan menjadi kebutuban seluruh lapisan
masyarakat <an profesional yang dekat dengan peranglkat aplikasi teknologi.
Setiap saat dapat ditemui masyarakat melakukan transaksi-transaksi elektronik di
berbagai tempat dan waktu tanpa terikat jam operasional perbankan. Selama ini
belum ada peraturan yang memang mengatur adanya iranseksi elektronik
petbankan, Padahal setiap transaksi clektronik perbankan juga memiliki
implementasi terhadap hukum. Hal ini menjsdi rawan perbedaan karena back up
hukum yang digunakan sebeluranya masih konvensional.

Pakar hukum telematika dari Universitas Indonesia, Edmon Makarim
sebelum Undang Undang ini disahkan, berpendapat folcus utama dari Rancangan
Undang Undang Informasi dan Transaksi Blektronik  adalab menghadirkan

® yulivs Maflan, Selemar Dafang Ui Iformasi  dan Tronsaksi Rlektronik,

httprwww. wikimu.com/News! DisplayMews aspx?id=734¢ dizkses tangpal 18 Mei 2088,

# 1hid,
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mformagt clektronik menjadi berailai secara hukum dan mempunyai kekuatan
pembuktian, Hal tersebut ierjadt karenz selama ini ada kemungkinan hakim
menolak mengpunakan alat bukti elektronik®.

Menurut Edmon, info elektronik dapat dickulvalenkan dengan kertas
dimana untuk bernilai hukom seharugnys sebuah informasi elektronik berbentuk
tertulls, bertandatangan dan original, dalam kondist tertents. Dengan begitu
setelah berlakunya undang-undang ini hekim tidak boleh menolak alat bukti
elekronik dan harus melakukan verifikasi dengan patokan UU Informasi dan
Transaksi Elektronik. Metode pembuktan itv dissbut pagsional eguivalent
opproach, yaitu pendekatan yang kelibatannya secara nafure berbeda antara
informasi di atas kertas dengan informast elekironik.,

Perihal informasi dan transaksi elektronik perly kualifikasi tertentu agar
memitiki nilai hukum, yang pertama informasi itu barus berasal dari sistem yang
layak dipercaya. Selain im para pthak yang bertransaksi perlu menggunakan
tanda tangan elektronik maksudnya agar para pihak tidak memungkirl substansi
sebuah transaksi, Untuk itu ada Jdua jenis tanda tangan elektronik yang dapat
digunakan pertama dalam arti luas vang berbentuk geometric dan dalam arti
sempit yaitu tanda tangan digital.

Sebuah informasi elektronik dapat berkedudukan baik sebagai barang
buktl maupun alat bukti. Dalem hukum acara pidana ketika berkedudukan sebagai
barang bukti maka harmss dirangkaikan dengan alat bukti [ain gchingga dapat
diidentifikasi sebagai petunjuk sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP. Dengan
adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka informasi
elektronik dapat menjadi alat bukti yang dapat berdiri sendiri. Misalkan di bidang
hukum acara perdata transaksi elektronik sebagai kegiaten yang terekam dar
proses fnput, mensiorage hinggs print out maka cuipus vang ada layaknya akla
otentik. Qutput yang dihasilkan sepertl akia otentik, hal itu menjadi alasan agar

sebehum penguwian diaudit oleh peogacara. Ketika informasi elektronik ini

% Teguh Samudera. Advokar dan  Akademisi Beri Maswkan terhadap RUU  HE,
hitp:/rwerw hukumonline.com/ detail asp?id=151288cl=Berita
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didelegasikan pada cyber notary maka kekuatan otentiknya lebih kuat fagi. Karena

vang melakukan verifikasi adalah notaris™.

Dengan disahkennye Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Temtang
Informasi dan Transaksi Blekironik maka akhirnya secara hukom segala bentuk
Informasi elektronik atas Dokumen Elekronik atau hasil cetaknya dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah sesual dengan hukum acara yang berlaku
sebagaimana termuat dalam Pasal § undang-undang tersebut. Pasal 5 Undang-
Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(1) Tnformasi Elektronik danfatau Dokumen Elektronik dan/stau hasil cetaknya
merupalan alat bukti hukum yang sah,

{2} Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan perluasan dari alat bukt
yvang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informas) Elektronik dan/atan Dokumen Elekironik dinyatakan sah apabila
menggunakan Sistem Elektronik sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

{4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/aten Dokumen Elekirouik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

dan

b. Surat beserta dokumennya yang menurat Undang-Undang harus dibuat

dalam bentwk akta notarii atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat
akta.

Dengan adanya pasal tersebut, akhirnya mengakhin perdebstan ahli dan praictisi

hukum mengenai emall serta dokumen elektronik lainnya tergolong dalam alat

bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini membuat para Hakim tidak ragu
antuk mengkategorikan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Undang-undang Nomor 11 talum 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik memudahkan penindakan terhadap kasus kejabatan duria maya atau
cybercrime, karena saat ini email atau pesan pendek (SMS) bisa menjadi barang
buka.

% thsid,
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(akupan materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini
secara wmum antara lain berisi: Informasi dan dokumen elektronik, pengiriman
dan penerimaan swat clektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elekironik,
penyelenggaraan sistemn elektronik, transeksi elektronik, hak atas kekaysan

intetektual dan privasi,

Adapun terobosan-terobosan yang penting dalam UU [TE inj adalah ¢

1. Tanda iapgan elektronik diskui memiliki kekuatan hukum yang sama
dengan tandatangan konvensioral {tinta basah dan bermaterai).

2. Alat bukd elekronik diakui seperti alat bukti fainnya yang diatur dalam
KUHAP maupun Hukum Acara Perdata.

3. Undang{ndang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlaku untuk setiap
orang vang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah
Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di
Indonesia.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa  sebelum ada Undang-mdang
Informasi dan Transaksi Elektronik ini, hukum pembuktian Indonesia tidak
mengakui keabsahan tenda fangan digitel, karena hukum pembuktian Indonesia
masih mensyaratkan afat bukti tertulis berbasis kertas (paper based). Dinyatakan
pula pahwa pembangunan infrastruktur teknologl informasi periu diitkuti dengan
peningkatan kualitas instrumen hukum dalam mendukung usaha tersebut®™,

IV.Z. Pencemaran Nama Baik.

Ada yang menarik dalam iroplementasi Undang Undang [nformasi dan
Transaksi Elektronik ini, terutama pada pasal 27. Adepun isi Pasal 27 tersebut
adalah:

(1) Setiap Orang dengan sengaja den tanpa hak mendistribusiken dan/atan
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik
dan/atay Dokumen Elekitronik yasg memiliki meatan yang melsnggar

kesusilaan.

* Ridwan Khaitandy, “Pengokuan Don Keabsahan Digital Signature Dalam Perpektif Hukum
Pembukrics”, Jurnal Hukum Gloria Juris, Pakultas Hekuem Unika Atarea Jaya, Vol 18, bim. 31,
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{2} Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendisiribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elekironik
dan/atau Dokumen Elektronik vang memiliki muatan perjudian.

{3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hsk mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesuya Informasi Elekironik
dar/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan danfatau
pencemaran nama baik.

(4} Setiap Omng dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dar/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

peagancaman.

Pada ayat {3) discbutkan mengenai Informasi Elekironik dan/atan Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,
hal ini menjadi suvatu perhatian khusus dimana definisi pencemaran nama baik
tidak dijelaskan secara rinei, mengakibatkan kebebasan berpendapat dan
menyampaikan keluban menjadi techambat,

Kasus pencemaran nama balk melalui media elektronik inl menjadi
perbincangan hangat terkait dengan penerapan Undang Undang Informasi dan
Tranzaksi Elekironik setelab ada kasus vang menimpsa Prita, Prita ditahan karena
dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Intemasional lewat
internet. Kasus yang menimpa Prita ini berawal daxi email yang dia kirim kepada
teman-temanaya seputar keluhannya terhadap RS Omui. Email tersebut kemudian
merryehar ke publik lewat milis-milis dan sudah dijawab oleh RS Omni melalut
milis dan ikdan di media. Akibat kasus tersebut Prita ditahan di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Tangerang dengan tuduhan pencemaran nama baik atag
perusahasn besar. Oleh polist, Prita hanya dijerat pasal pencemaran nama baik
KUHF dengan ancaman hukursan maksimal 4 tahun penjara dan tidak ditahan.
Namun ketika berkas masuk kejaksaan, jaksa menambahi dengan pasal 27 ayat (3)

UU Informasi dan Transaksi Elekironik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun

* Kompss, Prita: Saya Fengis Pulang, tanggal 3 Joni 2009 hal 1.
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penjara dan denda Rp 1 miliar. Berkat pasal inileh jakss menabas Prita di LP
Wanita sembari menunggu sidang di PN 'i‘angcrang%.

Sistem peradilan di indonesia pampaknys belum mampu mengakomodasi
secara penuh pencrapan dan pembatagan yang diperkenankan dalam hukum
internasional terkait dengan kemerdekaan menyvampaikan pendapat dan kebebasan
berekspresi. Dalam berbagai putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama
baik, masih nampak bahwa persoalan penyampaian pendspatlah  yang
dipermasalahkan dalam hal ind berarti ranah etika telah meniadi ranah hukem.

Untuk mengubab atau mengamandemen pndang-undang yang memuat
pasal karet penghinaan dan pencemaran nama baik perlu dilakukan penjabaran
makna frasa penghinaan dan pencemaran pama baik itu sendir. Kondisi
bagaimuna yvang boleh dikatagorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama
baik, dan unsur-unsur apa yang terkandung di dalam sebuah penghinaan dan
pencemaran nama baik yang bisa dikenai sanksi hukum.

Sasuai kamus Bahasa Indonesia kata hing (kata sifat) bermaknas 1 rendzah
kedudukannya (pangkafnya, martabatnya); 2 keji, tercela; tidak baik (perbuatan,
kelakuan). Sedangkan frasa menghing {(kata kerja) bermakna 1 merendabikan;
memandang rendah (hina, tidak penting); 2 memburukkan nama baik orang;
menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan]}.

Kalau hanya menpgunakan penielasan dari sudut pandang bahasa seperti
tersebut di ates, sekilas isi pasal KUHP dan UL ITE tentang penghinaan dan
pencemaran nama baik tersebut sudeh sesuai. Tetapi permasalahan undang-
undang bukan sekedar permasalahan  bzhasa, tapi merupakan  masalah
kemasyarakatan dan kenegaraan, Efek bols salju sebuah pasal karet bisa
berkembang tidak terkendali menjadi rasa ketidakpuasan masyarskat terhadap
hukum, kepercayaan terhadap aparaiur pemeriniah bahkan negara secara luas.

Bagi Indonesia, pasal-pasal penghinaan ini masibh  diperiahankan.
Alasannya, selain menghasilkan chargerer assassination, pencemaran nama baik

juga dianggap tidak sesuat dengan ftradisi masyarakat Indonesis yang masih

% Novi Christiaststi Adiputnd, Memudis dI Imternel Bipanjara Prite Minta B8 Ommi Hentikan
Zalimi Dirinye, detikNews, 3 hni 2009,
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menjunjpung tingg adat dan budaya timur. Karena itu, pengemaran nama baik
adaiah salaly satu bentuk rechusdfelicten dan bukan wetdelicten.

Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai  bentuk
ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karens telah melanggar
kaidah sopan santun, Bahkan lebih darl ito, pencemaran nams baik dianggap
melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Ada ftiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik.
Pertama, delik itu bersifat amat subvektif. Artinya, penilaian terhadap pencemaran
nama baik amat bergantung pada orang atau pihak yang diserang nama baiknya.
Karepa itu, pencemaran nara baik merupakan delik aduan yang hanya bisa
diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari orang atau pihak yang merasa nama
baiknya dicemarkan.

Kedua, pencemaran nama balk merupakan delik peayebaran. Astinya,
substansi yang berisi percemaran disebarluaskan kepada umum atan dilakukan di
depan umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik denpan menuduh
suatu hal yang dianggep raenyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus
diberl kesermpatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Terkait pencemaran nama baik yang dilakukan melslai media elekironik
tersebut, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus, dia{zzaranyag?:

I. Pada tanggal 25 Mei 2008, Revrisond Bazwir, pengamat ekonomi
Universitas Gajah Mada, dilaporkan ke Mapolda Yogyakana atas tuduhan
mencemarkan pama baik SCTV lewat tulisannya di milis internet.
Revrisond kemudian meminta maaf kepada SCTV dan SCTV mencabut
pengaduannya.

2. Tanggal 14 Juli 2008, anggota DPR dari PAN, Alvin Lie, melaporkan
kasus dugssn pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Iwan Piliang
terhadap dirinya lewat tulisan di milis internet,

3. Tanggeal 16 November 2008, Erick Addansjah, Broker di PT Bahana

Securities, di tahan polisi atss dugaan pencemaran nama baik dan

% Kompas, MA: Hakim Harus Heti-Hair, tanggs! 8 Juai 2009, hal 1
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penyebaran berita bohong lewat emed? yang menyebuiken lima bank
mengalami likuiditas,

4, Tanggal 3 Juni 2009, Prita Mulyasari dibebaskan dari taharan dan
berstatus tahanan kota seelah mendekam 20 hari di LP Wania
Tangerang dalam kasus pencemaran nama baik RS Gmni Intemnasional
Tangerang melalor tulisan di milis internet.

Saat ini belum ditemukan kasus pencemaran nama baik vang berkattan
dengan penggunaan SMS banking suatu bank di Indonesia, penyampaian masih
bersifat keluhan teknis vang solusinya dapat ditangani secara damai oleh
perbankan dan nasabah sendiri.

IV.3. Praktek Pembuktian di Bauk BRakyal Indonegin

Dalam  sebuah  transaksi  elektronis tidak mungkin dilakukan
penandatanganan oleh pihak yang melakukan transaksi, lkarena transaksi
elektronis berlangsung tanpa media kertas {paperiess rransaction). Oleh karena
itn, kedudukan tanda tangan didalam fransaksi clektronis Iazimnya digantikan
oleh digital signature.

Pada hakekatnya suatu digital signatures dimaksudkan sebagai suatu
jaminan kebenaran informasi, kebenaran st pembuat informast dan kebenaran si
penerima informasi yang tepat dan bukan dimiliks pthak yang laianya. Digitel
Signature pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan terhadap “message
integrity” yang menjamin bahwa si pengirim pesan {Sender) benatr-benar orang
berhak dan berfanggung-jawab terhadap itu.

Perangkat-perangkat tersebut merupakan digital signarure yang memiliki
fungsi dan kedudukan sebagaimana halnya fanda<anpan, vakni sebagal
personifikasi dari nasabah. Setiap transaksi yang terjadi dengan menggunakan
digital signoture milik seorang nasabah haruslah dianggap sebagai transakst yang
dilakukan oleh nasabah tersebul, Oleh karena itu, dia herus menjaga kerahasiaan
digital signature miliknya dari penguasaan oleh orang-orang yvang tidak memiliki
wewenang antuk it

Nasabah Bank Rakyat Indonesia meayetup keabsahan, kebenaran, atau

keaslian bukdl instruksi dan komunikast yang ditransmisikan secara elektronik
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antara kedua belsh pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan kompuler atau
buku transaksi Bank Rakyat Indonesia, seperti rape, print cir komputer, salinan
dan semua bentuk penyimpanan informasi yang lain vang terdapat pada Bank
Rakyat Indonesia serta dokumen tersebut merupakan satu-satunya alat bukii yang
sah atas transaksi-transaksi perbankan melalul SME Aamking Bank Rakyat
Indonesia, kecuali nasabah dapat membuktikan sebaliknya™. Jadi, dengan
melakukan transaksi melalui SMS banking Bank Rakyat Indonesia, nasabah
mengakui semua komunikasi dan instruksi dari nasabah yang diterima Bank
Rakyat Indonesia akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidek
dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandstangani,
kecuall nasabzh dapat membuktikan sebaliknya. Bukit perintah nasabah melalui
SMS banking BRI adalah wmutasi yang tercatat dalam rekening koran atau buku
tabungan Britama, jika dicetak®.

UIntuk setiap instruksi dart nasabah atas fransaksi firancial vang berhasil
dilakukan ¢leh Bank Rakyat Indonesia, nasabah akan mendapatkan bukt transaksi
berupa nomor seferensi yang akan tersimpan di dalam inbox, sebagai alat bukt
transaksi tersebut telah  dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia denpan
ketentuan' ™"

1. Inbox message tidak penuh.
2. Tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi dan GSM,

Permesalahan lain yang muncul dalam e-commerce dapat dibagi ke dalam
dua bagian'™
. Permasalahan yang sifatnyva substantif, vakni:
a. Keaslian data message dan tanda tangan elektronik. Masalah keotentikkan
data message ini menjadi permasalaban vang sangat vital dalam e-
commerce, karena data message inilah yang dijadikan dasar uvtama

terciptanya suatu kontrak, baik itu dalam hubungannya dengan

2 Y. Bank Rakyat indonesia Thk. Sperat Dan Ketentwan 35 Banking BRI
Ttrid.
2 Lec. Cit

' Ridwan Khairandy, “Pengakuan Dan Keahsahan Diglial Signature Dalam Perpekiif Hukim
Pambuktian”, Op. G, hlm. 32,
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kesepakatan ketentuan-kKetentuan dan persyaraian kontrak ataupun dengan
substansi kesepakatan #u sendiri;
b. Keabsahan (velidiy).
Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat
kontrak. Dalam ecommerce ini, teradinya kesepaksatan sangat eral
hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya data nressage
yang memuat kesepakatan itu;
¢. Kerahasiaan (confidentiality/privacy).
Kerahasizan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data dan / stau informasi
dan juga perlindungan terhadap data dan informasi tersebul dari akses
yang tidak sah dan berwenang.
d. Ketersediaan (avability).
Permasalahan lain vang juga harus diperhatikan adalsh keberadaan
informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik vang harug
tersedia setiap kali dibutuhkan.
2. Permasalahan yang bersifat prosedural, yakai:
Pengskuan dan daya mengikat putusan hekim suatu negara lain untuk
diberfakukan dan dilaksanakan di negara lawan, sekalipun hal ini memakai
instrumen-insirumen internasional, seperfi konvensi Brussel. Lugano yang
memberikan contoh jurisdiction exorbitan, menjadi suatu permasalahan yang
cukup kompleks, terutama dalam hubungannya dengan aplikasi e-commerce,
Maka apabila ditemukan beberapa permasalahan vang memang sifatnva
substantil seperti di atas maka Bank Rakyat Indonesia kembali mengingatikan
nasabah untuk menjaga kerahssiaan tamda tangan digital, dan data-data terkait
dengan transaksi elekironik dari pihak lain yang tidak berkepentingan lanpsung,
Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, apabila bukti yang ditemukan dalam bentuk elektronik yang
menckankan keabsahan traneakst dalam arti fanda tangan digital sesuai dengan
data vyang ielah dikonfirmasikan maka fransaksi terscbut telah sesuai prosedur,

Jadi apabila tanda tangan digital milik nasabah sempat diketahui oleh pihak lain
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dan dipergunakan dengan tidak semesiinya oleh pihak lain tersebut maka hal yu
akan menjadi tanggung jawab nasabah sendif'™.

Untuk mengoatkan  kedudukan  digital  signature  sebagal  alat
personifikasi diri nasabah, biasanya didalam perjanjian awal sebuah lransaksi
elekironis dimuat klausula represemtations and warrantics (pemyalaan dan
jaminan), dimanas nasabah mengakui dan menfamin buhwa digital signaturenya
adalah benarbenar mewskili dirinya dan bersedia bertanggung jawab atas setiap

pengeunaan digital signature didalam transaksi.

19 Hosit wewancara dengan Yana Supriaman , Kepala Bagian Pengembangan Divist Hukum BRI
tangaal [8 Mei 2009,
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BABV
PENUTUP

V.1, KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pokek permasalaban yang telah

dibahas pada bel-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpuian bahwa:

1.

Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, perlindungan hukum
yang diberikan kepada nasabah SMS banking sebagian besar sudah
mengakemodasi kepentingan nasabah dari segi keamanan dan kenyamanan
jransaksi. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, mengatur dengan jelas perlindungan hukum atas transaksi SMS
banking yang dilakukan nasabah. Berkaitan dengan adanya peraturan tersebut
maka nasabah tidak perlu ragu raengenai perlindungan hukum yang diberikan
kepadanya dalam melakukan transaksi SMS banking. Bank Indonesia sebagai
regulator turut berperan dalam memberikan keamanan kepada pengguna SMS
banking. Adapun peran Bank Indonesia tegsebut diwujudkan dalam PBI
No 3/10/PBI/2001 tangpal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prnsip Mengenal
Nasabah (Know Your Cusiomer Prinsciplesy, PBI No.5/8/PBI2003 tanggal 19
Mei 2003 tentang Manajemen Risiko Bagt Bank Umum, PBI
No.7/6/PBE200S tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparanst Informasi
Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No.7/7/PBI2005
tanggal 20 Japuari 2005 fentang Penyelesaian Pengadusn Nasabah dan
terakhir adalah PBI No 8/5/PBL/2006 tanggal 30 Januar 2006 tenting Mediast
Perbankan yang kemudian dirubah menjadi PBI No. 10/1/PBI2008 tentang
Perubahan Atas PBI No. 8/5/2006 tentang Media Perbankan.

Pelaksanaan transaksi SMS banking di Bank Rakyat Indonesia saat ik telah
meacapai 429 ribu transaksi (Februari 2009) dengan tingkat pertumbuhan
yang cukup signifiken dari tahun ke tahun, Dengan tingginya pertumbuhan ind
diharapkan tinggl juga perlindungan hukumnya, Perlindungan hukum yang
diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada nasabahnya tekait transaksi
SMS banking, yakni Bank Rakyat Indonesia akan memberikan ganti rugi
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sepanjaing dapai dibukiikas babwa kerugian tersebut ditimbulkan karenu
adanya kesulahan pads sistem yang digunakan Bank Rakyat Indonesia. Jadi
tanggung jawabnya ada pada Dank Rakyat Indonesia yang akan memberikan
ganti rugt atas kerusakan danfatau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi
barang dan/atau jasa yang dihasitkan.

. Hukum pembuktian secara elektronik terhadap pelaksanaan SMS banking
telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tabun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Secara hukum segala bentuk Informasi Elektronik atau
Diokumen Elektronik atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat buku
yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana termuat
dalam Pasal 5 wsndang-undang tersebut. Selurub fransaksi yang dilakukan
melalui SMS banking Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia
mengakul semua komunikasi dan instruksi dari nasabah yang diterima Bank
Rakyat Indonesia akan diperlakulkan secbagai alat bukti yang sah. Buku
pedintah nasabah melatuil SMS barnking Bank Rakyat Indonesia adalah mutasi
yang tercatat dalam rekening Koran atau buku tabungan Britama.

V.2, SARAN

Berdasarkan peneliian  vang ielsh dilakukan ini, maka penulis

menyampaikan saran sebagal berikut:
1. Bagi pibak penyelenggara layanan jasa perbankan, dalam hal ini bank perlu

memberikan informasi yang lebih lengkap, jelas dan akurat dalam transaksi
mengginakan Aandphone. Peinberian informasi mengenal penggunaan praduk
maupun pendampingan awal sangat diperlukan untuk menghindari kekeliruan
dalam pengoperasian transaksi SMS banking. Hal ini juga mengingat bahwa
nasabah akan selalu melakukan fransaksi yang mandiri, dalam arti nasabah
pengguna jasa perbankan elektronik melakukan transaksi tanpa didampingi
pstugas bank, Berdasarkan pentingnya informasi bagi para nasabah perbankan
elekironik ini, maka bank schagal pihak penyedia fasilitas perbankan wajib
memberikan informasi yang benar dan jelas, schingga nasabah dapat mengerti,

yakin dan mempercayai keamanan dari transaksi SMS banking.
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